SALINAN

WALIKOTA PASURUAN.
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat
(3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal
94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola
pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan
berdaya saing.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

9. Unit ...



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya
disingkat UOBK merupakan unit organisasi bersifat
fungsional yang memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
serta bidang kepegawaian.

Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah  yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang
selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana
teknis yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
BLUD.

Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang
berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non
ASN.

Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut
Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat
pengelola BLUD yang memilki fungsi sebagai
penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban
mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan
dokumen  bisnis anggaran dan  dokumen
pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan
pengelolaan pendapatan dan belanja,
menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan
pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan
pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi,
menyelenggarakan system informasi manajemen
keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan.

Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut
Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai
fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis
operasional dan pelayanan di bidangnya.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut
Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD
untuk periode 5 (lima) tahunan.

17. Rencana ...



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran
tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya
disingkat DBA adalah dokumen yang sudah
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah
menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi
TAPD dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran
yang bersumber dari dana BLUD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD.

Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan anggaran
dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat
SPD adalah  dokumen yang  menyatakan
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas
adalah dokumen pemberitahuan penggunaan
ambang batas oleh BLUD.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

27. Belanja ...



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Belanja Daerah adalah semua  kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Belanja BLUD adalah semua kewajiban BLUD yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya, penerimaan pinjaman jangka pendek
dan jangka panjang dan penerima kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan
pelepasan investasi jangka pendek.

Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan BLUD adalah setiap
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya untuk pembayaran
pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
pihak ketiga, dan pengeluaran investasi jangka
pendek.

Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran yang
selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA adalah selisih
lebih atau kurang realisasi pendapatan-LRA dan
belanja, serta penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama 1 (satu) periode anggaran.

Utang BLUD yang selanjutnya disebut Utang
adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD
dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.

35. Piutang ...



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Piutang BLUD yang selanjutnya disebut Piutang
adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Investasi BLUD yang selanjutnya disebut Investasi
adalah penggunaan aset wuntuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Divestasi adalah penjualan surat berharga yang
dimiliki BLUD baik sebagian atau keseluruhan
kepada pihak lain.

Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman
adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat
yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BMD adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan Pemerintah.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan
keuangan BLUD.

Basis Akrual adalah Dbasis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

45. Rekening ...



45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan
uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai
ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggung-jawabkan uang  pendapatan
BLUD.

Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pegawai yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja BLUD.

Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PTK adalah Pejabat Teknis dan/atau
pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan 1
(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau
jasa.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP
adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu
yang diberikan kepada bendahara pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional pada
SKPD/unit satuan kerja perangkat daerah
dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
dilakukan  melalui mekanisme  pembayaran
langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat
perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat
perintah membayar langsung.

Ganti Uang Persediaan selanjutnya disebut GU
adalah uang yang diberikan kepada SKPD/BLUD
untuk menggantikan UP yang telah digunakan dan
telah dipertangunggjawabkan.

Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS
adalah adalah surat yang digunakan untuk
menyetorkan penerimaan daerah dan/atau BLUD
yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan
pada SKPD/BLUD.

54. Tanda ...



54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut
TBP adalah tanda bukti sejumlah uang yang tertera
dari pemberi pendapatan BLUD.

Surat Permintaan Pencairan Dana selanjutnya
disebut S-PPD adalah surat yang dibuat untuk
mengajukan permintaan pembayaran dana BLUD.

Surat Otorisasi Pencairan Dana selanjutnya disebut
S-OPD adalah surat yang dibuat untuk penerbitan
surat pencairan dana BLUD.

Surat Pencairan Dana selanjutnya disebut S-PD
adalah surat yang dibuat sebagai dasar pencairan
dana BLUD dan/atau untuk memerintahkan bank
mencairkan dana.

Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya
disebut SPJ adalah sebuah Ilaporan kegiatan
dan/atau bukti surat yang berkaitan dengan
kelengkapan administrasi pertanggungjawaban
penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi
kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan
operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal
dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan
pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum
dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku
tertentu, dan merupakan bagian dari aset
pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya
disebut LRA adalah laporan yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya
dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur
APBD.

Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO
adalah laporan menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO,
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan
informasi arus masuk dan keluar kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktifitas operasi, aktifitas investasi, dan aktifitas
pembiayaan.

64. Catatan ...
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64. Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya
disebut CalLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan
Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam
rangka pengungkapan yang memadai.

65. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu
laporan keuangan yang merupakan gabungan
keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
a. struktur anggaran;

b. rencana bisnis dan anggaran;

c. ambang batas;

sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit
anggaran,;

e. investasi;
f.utang/pinjaman dan piutang;

g. pelaksanaan anggaran dan  penatausahaan
keuangan; dan

h. pelaporan dan pertanggungjawaban.
BAB III

STRUKTUR ANGGARAN
Pasal 3

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD

Pasal 4 ...
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Pasal 4

Pendapatan BLUD, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.
b
C.
d
e.

(1)

(5)

jasa layanan;

hibah;

hasil kerja sama dengan pihak lain;
APBD; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa
layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa
layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dapat berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan
peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat
yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil
yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
berupa pendapatan yang berasal dari DPA SKPD
yang menggunakan dana diluar jasa layanan,
hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-
lain pendapatan BLUD yang sah.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh BLUD;

e. investasi;
pengembangan usaha; dan
g. pendapatan lain-lain sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...
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(2)

(1)

(2)
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Pasal 6

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f dilakukan melalui
pembentukan unit usaha untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat.

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari BLUD yang bertugas
melakukan pengembangan layanan dan
mengoptimalkan  sumber pendanaan  untuk
mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 7

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e,
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran
BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah
terikat.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian
hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang
selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana
tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 8

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 huruf b, terdiri dari:

a. belanja operasi, dan
b. belanja modal

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a rnencakup seluruh belanja BLUD untuk
rnenjalankan tugas dan fungsi.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk
menjalankan tugas dan fungsi, meliputi: belanja
pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga;
belanja lain-lain.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja ...



(5)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:

a. belanja tanah;

b. belanja peralatan dan mesin;
c. belanja gedung dan bangunan;
d

belanja jalan, irigasi, dan jaringan;

®

belanja aset tetap lainnya; dan

™

belanja aset lainnya.
Pasal 9

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c, terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 10

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya;

b. divestasi; dan
c. penerimaan utang/pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. investasi; dan

b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
BAB IV
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
Pasal 11
Dalam rangka melaksanakan program/kegiatan

yang memanfaatkan dana BLUD, UOBK/UPTD
harus menyusun RBA dan DBA.

(2) Penyusunan ...



(2)
(3)

(4)

(5)

(10)

(11)

(12)
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Penyusunan RBA mengacu pada Renstra.

Pimpinan BLUD bertanggung jawab menyiapkan
RBA.

Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan
penyusunan RBA.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan
pendapatan.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a merupakan analisis kegiatan
yang berorientasi pada pencapaian output dengan
penggunaan sumber daya secara efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b merupakan harga satuan setiap
unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b, BLUD mengacu pada standarisasi satuan harga
yang ditetapkan oleh Walikota.

Dalam hal kondisi mendesak dan satuan harga
barang dan jasa tidak tertuang pada standarisasi
satuan harga yang telah ditetapkan oleh Walikota,
BLUD dapat mengacu pada harga pasar, harga dari
perusahaan, dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi yang ditetapkan dengan Peraturan
Direktur.

Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) selanjutnya diusulkan kepada
Walikota untuk dituangkan ke dalam perubahan
Standar Satuan Harga.

Dalam hal satuan harga barang dan jasa tidak
tertuang dalam Perubahan Standar Satuan Harga
maka Standar Satuan Harga barang dan jasa
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf c¢ merupakan pagu belanja yang
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

(13) Kemampuan ...



(13)

(1)

(3)

(1)

(3)
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Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf ¢ merupakan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja
sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD
lainnya.

Pasal 12

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1), meliputi:

a. ringkasan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu
persentase ambang batas tertentu.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 13

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja
dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran
untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan
dalam satuan uang yang tercermin dari rencana
pendapatan dan belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi
harga jual produk barang dan/atau jasa setelah
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif
Layanan.

(4) Besaran ...



(4)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)
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Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d,
merupakan  besaran  persentase = perubahan
anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya
dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

Pasal 14

Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan RBA
kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh
pendapat dan saran.

Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas,
RBA disampaikan kepada dinas/badan terkait yang
berperan sebagai Pembina Teknis.

RBA UPTD yang telah disusun, diajukan kepada
Kepala SKPD yang membidangi BLUD untuk
memperoleh persetujuan, RBA UOBK ditetapkan
langsung oleh pemimpin BLUD.

RBA UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan
kesatuan dari RKA SKPD.

RBA UOBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan
kesatuan RKA UOBK.

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan (5) disampaikan kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.

Pasal 15

PPKD menyampaikan RKA  beserta RBA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6)
kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Dalam hal hasil penelaahan RKA beserta RBA
terdapat  ketidaksesuaian yang memerlukan
perbaikan, Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD yang
membidangi BLUD melakukan penyempurnaan.

(3) RKA ...



(3)

(1)

(2)
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RKA beserta RBA yang telah disempurnakan oleh
Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD yang
membidangi BLUD disampaikan kepada TAPD
melalui PPKD.

Pasal 16

TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA
yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD
untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan
melampirkan DBA yang telah disahkan oleh
Pimpinan BLUD.

PPKD mengesahkan  DPA  sebagai  dasar
pelaksanaan anggaran.

Pasal 17

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan
dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal
proses penyusunan dan penetapan APBD.

(1)

(2)

Pasal 18

Perubahan RBA dan Perubahan DBA dapat
dilakukan karena empat hal yaitu:

a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
b. penggunaan ambang batas;

c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya;
dan/atau

d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf
d dapat dilakukan antar program, antar kegiatan,
antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar
jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau
sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu
jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA,
DBA, dan DPA.

(3) Perubahan ...



(3)

(4)

()

(1)
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Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk UPTD dilakukan
atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selanjutnya
disampaikan ke PPKD dan Kepala SKPD yang
membidangi BLUD, kemudian akan dikonversi dan
dikonsolidasikan pada RKAP-SKPD dan DPPA-
SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan APBD.

Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk UOBK dilakukan
atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selanjutnya
disampaikan ke PPKD, kemudian akan dikonversi
dan dikonsolidasikan pada RKAP-SKPD dan DPPA-
SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan APBD.

Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
perubahan DBA Belanja per Kegiatan yang
ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian
akan mempengaruhi anggaran kas.

Perubahan RBA dan Perubahan DBA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang telah direalisasikan
sebelum penyusunan perubahan APBD, ditampung
pada perubahan RBA dan perubahan DBA
kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan
pada RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD saat mekanisme
perubahan APBD.

Pasal 19

BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran
rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber
dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui
mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu,
sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam
jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya
disampaikan kepada PPKD.

Pergeseran anggaran rincian belanja tersebut
selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA dan
DBA.

Pasal 20

Perubahan RBA dalam 1 (satu) jenis belanja dalam
1 (satu) tahun anggaran dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan mendesak, menyesuaikan
kemampuan manajemen BLUD serta akuntabilitas
pelaksanaannya.

(2) Perubahan ...



(2)

(3)

(4)
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Perubahan RBA antar jenis belanja dalam 1 (satu)
tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan mendesak, kemampuan manajemen
BLUD, akuntabilitas pelaksanaannya, dengan
mempertimbangkan:

a. penggunaan SILPA;

b. penyesuaian SILPA;

c. penggunaan ambang batas;
d. pelampauan ambang batas;
e. prognosis pendapatan.

Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan (2) meliputi:

a. kebutuhan BLUD dalam rangka pelayanan
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja BLUD yang bersifat mengikat dan
bersifat wajib;

c. pengeluaran BLUD yang berada di luar kendali
BLUD dan tidak dapat  diprediksikan
sebelumnya dan/atau amanat peraturan
perundang-undangan;

d. pengeluaran BLUD lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Belanja BLUD yang bersifat mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh BLUD dengan jumlah yang cukup
untuk setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan
seperti:

a. belanja pegawai antara lain pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan, dan pembayaran
yang diakibatkan adanya perikatan pada BLUD.

b. belanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja BLUD yang bersifat wajib merupakan
belanja untuk melaksanakan kewajiban pada pihak
ketiga, pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mekanisme perubahan RBA sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemimpin BLUD.

Pasal 21 ...



(1)

(4)
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Pasal 21

Realisasi pendapatan BLUD yang tidak berasal dari
anggaran pendapatan BLUD yang telah ditetapkan
dalam RBA/DBA dan diterima sebelum mekanisme
P-APBD, ditampung dalam Perubahan RBA dan
DBA serta P-RKA dan P-DPA Pendapatan.

Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang diterima setelah mekanisme P-
APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
BLUD.

Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) dijelaskan di Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan yang tidak di anggarkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh
Pemimpin BLUD.

Pasal 22

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan,
dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan
jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan
APBD.

(1)

(2)

BAB V
AMBANG BATAS

Pasal 23

RBA dan DBA menganut pola anggaran fleksibel
dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

BLUD menggunakan ambang batas setelah target
pendapatan tahun berjalan terlampaui.

Pasal 24

Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan
pelayanan.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan belanja yang disesuaikan dengan
capaian target pendapatan dan ambang batas pada
RBA dan DBA yang telah ditetapkan secara
definitif.

(3) Fleksibilitas ...
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(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang
bersumber dari pendapatan BLUD, hibah tidak
terikat dan hibah terikat.

(4) Fleksibilitas terhadap hibah terikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas
persetujuan pemberi hibah.

(5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan besaran persentase realisasi belanja
yang diperkenankan melampaui anggaran dalam
RBA dan DBA.

(6) Dalam hal belanja BLUD melampaui batasan
ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), penggunaannya terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Walikota.

Pasal 25

Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), merupakan besaran
persentase perubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

Pasal 26

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dihitung tanpa
memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan
fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :

a. kecenderungan/tren selisih anggaran
pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan
dengan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan/tren selisih anggaran
pendapatan BLUD selain APBD dengan
prognosis realisasi pendapatan tahun anggaran
berjalan.

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren
dicantumkan dalam DBA dari pagu anggaran
belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan
BLUD, hibah tidak terikat dan hibah terikat.

(4) Pencantuman ...
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Pencantuman ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang
memberikan informasi besaran persentase ambang
batas.

Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat
diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan
dipertanggungjawabkan.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan apabila pendapatan BLUD, hibah
tidak terikat dan hibah terikat diprediksi melebihi
target pendapatan yang telah ditetapkan dalam
DBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas
membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang
Batas yang dikirim ke PPKD dan Kepala SKPD yang
membidangi BLUD.

Pasal 27

Apabila Realisasi belanja BLUD yang menggunakan
ambang batas dilakukan perubahan RBA dan DBA
tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dahulu.

Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar
kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok,
antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek
dan/atau sub rincian obyek; dapat melampaui
pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan
RBA dan DBA dengan persentase yang ditetapkan
dalam Rincian Belanja pada RBA dan DBA awal.

Belanja BLUD di dalam nilai ambang batas
dilaporkan kepada PPKD.

Dalam hal belanja BLUD melampaui nilai ambang
batas, BLUD dapat melakukan perubahan RBA dan
DBA untuk melaksanakan belanja dari kelebihan
pendapatannya setelah mendapatkan persetujuan
dari Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada
PPKD dan Kepala SKPD yang membidangi BLUD.

Belanja BLUD melampaui nilai ambang batas
dilaksanakan dengan mempertimbangkan
likuiditas BLUD.

Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud
Ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD.

Pasal 28 ...
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Pasal 28

Perubahan RBA dan DBA yang terjadi karena
penggunaan ambang batas sebelum perubahan
APBD akan ditampung dalam Perda Perubahan
APBD.

Penggunaan ambang batas yang dilakukan setelah
perubahan APBD tetap dilakukan perubahan RBA
dan DBA.

Perubahan RBA dan DBA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) diikuti dengan perubahan
anggaran kas.

Perubahan RBA dan DBA yang diikuti dengan
perubahan anggaran kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada PPKD
dan Kepala SKPD yang membidangi BLUD.

Realisasi belanja atas perubahan RBA dan DBA
yang terjadi karena penggunaan ambang batas
dituangkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) BLUD periode berkenaan.

BAB VI

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT

(1)

ANGGARAN
Pasal 29

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan dalam tahun anggaran berikutnya
sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pelayanan dan kinerja dengan mempertimbangkan
likuiditas BLUD.

Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA
tahun berikutnya.

Pasal 30 ...
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Pasal 30

Analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran
BLUD dilakukan dengan mempertimbangkan
keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun
sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran
berjalan adalah untuk:

a. menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia
anggarannya;

c. mendanai kewajiban BLUD yang sampai dengan
akhir tahun anggaran belum diselesaikan;

d. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;

e. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas
beban belanja operasi dan modal;

f. belanja operasi; dan
g. belanja modal.

Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperhitungkan dan/atau
dianggarkan secara akumulatif pada APBD
Perubahan.

SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat digunakan dari awal tahun anggaran.

Pasal 31

SiLPA BLUD tahun sebelumnya dianggarkan pada
RBA tahun anggaran berjalan agar dapat
digunakan pada awal tahun anggaran berjalan.

Proyeksi penganggaran SiLPA tahun sebelumnya
yang dianggarkan pada RBA tahun anggaran
berjalan dihitung berdasarkan rata-rata nilai SiLPA
minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Proyeksi penganggaran SiLPA tahun sebelumnya
yang  tidak dapat/memungkinkan dihitung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
diproyeksikan dengan cara melihat data historis
realisasi penggunaan SiLPA pada periode-periode
sebelumnya melalui trend atau managerial
judgement BLUD.

Penganggaran penggunaan SiLPA tahun
sebelumnya dituangkan pada RBA Anggaran
Pembiayaan pada Penerimaan Pembiayaan yang
dianggarkan pada tahun anggaran berjalan.

(5) Alokasi ...
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Alokasi nilai SiLPA tahun sebelumnya untuk
membiayai program/kegiatan/sub kegiatan BLUD
baik sebagian maupun keseluruhan dicantumkan
sebagai sumber dana pada dokumen RBA/DBA
tahun anggaran berjalan.

Pasal 32

Pengembangan layanan dan/atau usaha BLUD
dapat menggunakan akumulasi SiLPA dan/atau
memanfaatkan hasil investasi jangka pendek.

Akumulasi SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari akumulasi SiLPA beberapa tahun
sebelumnya.

SiLPA tahun sebelumnya yang ditampung dalam
RBA dan DBA tahun berjalan, dikendalikan
penggunaannya dengan mempertimbangkan
likuiditas BLUD.

Mekanisme pengendalian penggunaan  SiLPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
secara berkesinambungan sampai dengan dana
BLUD tercukupi untuk membiayai pengembangan
layanan dan/atau pengembangan usaha BLUD.

Pasal 33

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun
anggaran berjalan, baik yang belum dianggarkan
maupun yang telah dianggarkan pada tahun
berjalan, jika dalam kondisi mendesak dapat
dilaksanakan mendahului perubahan APBD tahun
berjalan.

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mendahului
perubahan APBD tahun berjalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
perubahan RBA dan DBA tanpa melakukan
perubahan RKA dan DPA.

Perubahan RBA dan DBA karena penggunaan
SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dapat dilakukan antar program,
antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar
kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian
obyek dan/atau sub rincian obyek.

Perubahan RBA dan DBA karena penggunaan
SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diikuti dengan perubahan anggaran
kas.

(5) Perubahan ...
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Perubahan RBA dan DBA karena penggunaan
SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dilakukan atas persetujuan
Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan
kepada Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan
PPKD.

Pasal 34

Jika BLUD dalam kondisi mendesak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), SiLPA tahun
sebelumnya dapat digunakan sebagian, sesuai
dengan kebutuhan mendesak.

SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan nilai SILPA diluar nilai
yang diproyeksikan pada awal tahun anggaran
berjalan.

Penggunaan SiLPA sebagian sesuai kebutuhan
mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditampung di dalam RBA dan DBA melalui
perubahan anggaran BLUD.

Jumlah perubahan anggaran BLUD sebelum
perubahan APBD yang dapat dilakukan adalah
sesuai dengan kebutuhan mendesak dengan
mempertimbangkan kemampuan manajemen dan
akuntabilitas pelaksanaannya.

Akumulasi dari penggunaan SiLPA  tahun
sebelumnya selama perubahan anggaran BLUD
sebelum perubahan APBD, akan ditampung di
dalam RKAP dan DPPA, berikut sisa SiLPA tahun
sebelumnya yang akan digunakan.

SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan secara
keseluruhan jika laporan keuangan BLUD telah
diaudit dengan melakukan koreksi atas proyeksi
SiLPA tahun sebelumnya terhadap saldo kas BLUD
per 31 Desember yang telah diaudit.

Pasal 35

Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 yang dilakukan sebelum perubahan APBD, akan
ditampung dalam Perda Perubahan APBD.

Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun
sebelumnya yang ditampung dalam perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 36 ...
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Pasal 36

Walikota dapat memerintahkan penyetoran SiLPA
BLUD ke rekening Kas Umum Daerah, apabila
pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 atau keadaan yang menyebabkan
SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 30 telah terpenuhi.

Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. pembinaan dan/atau pengelolaan keuangan
BLUD; dan/atau

b. optimalisasi kas Daerah.

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah  mendapatkan pertimbangan PPKD
mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana
pengeluaran serta pengembangan layanan tahun
berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 37

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(3) mengajukan Keputusan Walikota tentang
pemindahbukuan kas dari Rekening Kas Umum
BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling kurang memuat:

a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD;
c. rekening asal dan rekening tujuan;
tujuan pemanfaatan SiLPA; dan
e. mekanisme pemindahbukuan SiLPA BLUD.

Pasal 38

Defisit merupakan  selisih kurang antara
pendapatan dengan belanja BLUD.

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan dan penganggaran untuk
menutupi defisit tersebut antara lain bersumber
dari:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b. penerimaan ...
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b. penerimaan pinjaman; dan
c. penambahan alokasi dana APBD.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan b sudah tertampung di RBA
Pembiayaan BLUD, sehingga masuk dalam
mekanisme penyusunan, pengajuan dan penetapan
RBA menjadi DBA dan dapat diajukan usulan pada
tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c dilaksanakan dengan cara mengusulkan
penambahan alokasi belanja dari dana APBD
melalui mekanisme penganggaran APBD tahun
anggaran berikutnya.

Defisit yang terjadi pada tahun anggaran berjalan,
usulan penambahan alokasi anggaran belanja dari
dana APBD dilakukan melalui mekanisme
perubahan APBD.

Pasal 39

Pemantauan dan penilaian pelaksanaan
pemanfaatan SiLPA dilaksanakan oleh Walikota
melalui PPKD.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan
efisiensi penggunaan SiLPA dalam membiayai
program/kegiatan/sub kegiatan BLUD.

Pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan
SiLPA dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

Laporan keuangan BLUD dapat digunakan sebagai
bahan untuk  pemantauan dan  penilaian
pelaksanaan pemanfaatan SiLPA.

BAB VII
INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40
BLUD dapat melakukan investasi sepanjang
memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan

dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

(2) Investasi ...
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(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa investasi jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Pasal 41

(1) Investasi BLUD sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 40 dilakukan untuk:

a.

investasi dengan tujuan memperoleh manfaat
ekonomi, apabila pendapatan BLUD
diperkirakan surplus; dan

investasi dengan tujuan memperoleh manfaat
sosial dan manfaat lainnya dilakukan apabila
terdapat amanat dan/atau penugasan bagi
BLUD berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:

a.

keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu berupa dividen, bunga dan
pertumbuhan nilai pada penerima Investasi
BLUD;

peningkatan sejumlah tertentu berupa jasa dan
keuntungan bagi hasil investasi dalam jangka
waktu tertentu; dan

peningkatan penerimaan dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

(3) Manfaat sosial dan manfaat lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

peningkatan sejumlah tertentu berupa
penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan,;

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai
akibat dari Investasi BLUD sesuai dengan
indikator yang ditetapkan;

peningkatan dukungan terhadap program
pemerintah Daerah dan/atau BLUD; dan/atau

mempertahankan pengaruh Pemerintah Daerah
dan/atau BLUD secara signifikan.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Bentuk Investasi

Pasal 42

Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan surplus kas jangka pendek
dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka pendek meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangka
waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas)
bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara
otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.
Karakteristik investasi jangka pendek meliputi :
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan untuk manajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

BAB VIII
UTANG, PINJAMAN, DAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengelolaan Utang

Pasal 43

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman
sehubungan dengan penerimaan barang, jasa
dan/atau transaksi yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan kegiatan operasional
BLUD dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak
lain.

Utang/pinjaman dikelola dan diselesaikan secara
tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai
tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Utang/pinjaman yang berhubungan langsung
dengan kegiatan operasioal BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah utang yang timbul
karena penerimaan barang/jasa dalam rangka
kegiatan utama BLUD.

(4) Utang ...
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Utang/pinjaman yang berhubungan tidak langsung
dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah utang yang timbul di luar
kegiatan utama BLUD.

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang
jangka panjang.

Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka
panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara
berjenjang, berdasarkan nilai utang.

Bagian Kedua
Utang Jangka Pendek

Pasal 44

Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh
temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Utang jangka pendek hanya dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional
dan keperluan menutup defisit kas.

Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), merupakan pengeluaran yang
dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka
pendek.

Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:

a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak
dapat ditunda,;

b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA dan
tidak dibiayai dari APBD;

c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak
mencukupi untuk membiayai kegiatan
operasional yang mendesak dan tidak dapat
ditunda; dan

d. persyaratan Iainnya yang ditentukan oleh
pemberi utang.

Bagian Ketiga
Utang Jangka Panjang

Pasal 45

Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh
temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Utang ...
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Utang jangka panjang hanya dapat digunakan
untuk pengeluaran belanja modal.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengeluaran yang diperlukan untuk
program pengadaan aset tetap atau aset tidak
berwujud yang dilaksanakan untuk meningkatkan
kemampuan pelayanan BLUD.

Bagian Keempat
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 46

Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan
utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan
BLUD.

Penyusunan rencana kebutuhan utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan prioritas kegiatan BLUD.

Penyusunan rencana kebutuhan utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan belanja operasional dan belanja
modal;

b. kemampuan membayar utang;

c. batas maksimum akumulatif utang;
d. kemampuan penyerapan utang; dan
e. biaya utang.

Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri
dengan:

a. studi kelayakan kegiatan;

b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang
diusulkan;

c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan

rencana pengembalian pokok utang dan
pembayaran bunga.

Pemimpin BLUD mengajukan rencana kebutuhan
utang kepada Dewan Pengawas untuk
mendapatkan rekomendasi.

Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas,
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian ...



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

- 33 -

Bagian Kelima
Perjanjian Utang/Pinjaman

Pasal 47

Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang
dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman yang
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi
utang/pinjaman.

Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak yang mengadakan perjanjian;

b. jumlah utang;

c. peruntukan utang;

d. jangka waktu utang;

e. hak dan kewajiban para pihak;
f. persyaratan utang;

g. penyelesaian sengketa; dan

h. keadaan kahar (force majeur).

Bagian Keenam
Kewajiban Membayar Utang

Pasal 48

BLUD wajib membayar pokok utang dan bunga
yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian utang.

Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh
tempo wajib dianggarkan dalam RBA-BLUD dan
dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam
membayar kembali utang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban mengambil alih pembayaran utang
tersebut.

Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek harus
dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pemimpin dapat melakukan pelampauan
pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak
melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan
dalam RBA.

Bagian ...
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Bagian Ketujuh
Pengelolaan Piutang

Pasal 49

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan
dengan penyerahan barang atau jasa yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan BLUD.

Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara
tertib, efisien, ekonomis, transparan  dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai
tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Piutang yang berhubungan langsung dengan
kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah piutang yang timbul karena penyerahan
barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.

Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan
kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah piutang yang timbul di luar kegiatan
utama BLUD.

Pasal 50

Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan
keuangan BLUD dan kemampuan penanggung
piutang dalam memberikan piutang kepada
masyarakat atau pihak ketiga.

Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai
tambah pada BLUD.

BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang
kepada penanggung utang yang tidak mampu
melunasi kecuali karena alasan sosial
kemanusiaan dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan piutang, BLUD dapat membuat
perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai
dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 52 ...
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Pasal 52

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat
jatuh tempo.

Dalam melaksanakan penagihan piutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD
menyiapkan bukti dan administrasi penagihan,
serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang
diserahkan kepada Walikota dengan melampirkan
bukti yang sah.

Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
(PSBDT) oleh PUPN, Pemimpin BLUD melakukan
penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang
BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan
Penghapusan.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang BLUD

Pasal 53

Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat
dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari
pembukuan BLUD.

Penghapusan secara bersyarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
penghapusan piutang BLUD dari pembukuan
BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

Penghapusan secara mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
penghapusan hak tagih BLUD.

Penghapusan secara bersyarat dan/atau mutlak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya
setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor
Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang.

Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang
BLUD dilakukan secara optimal oleh Kantor
Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum dihapus harus dilakukan penyisihan
piutang terlebih dahulu dan hanya yang sudah
100% (seratus persen) mendapatkan beban
penyisihan piutang yang bisa diajukan untuk
dihapus.

BAB IX ...
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BAB IX
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran

Pasal 54

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

(1)

(2)

(2)

(1)

Pasal 55

DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

PPKD mengesahkan  DPA  sebagai  dasar
pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 56

DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk belanja operasi dan belanja modal yang
mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

DPA dan DBA yang telah disahkan menjadi
lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani
oleh Walikota dan pemimpin BLUD.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk

meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.
Pasal 58

Pelaksanaan anggaran yang menggunakan dana
BLUD dilakukan secara berkala sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan anggaran kas ke dalam DBA, dan
memperhitungkan:

a, jumlah ...
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a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi penerimaan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(2) Pihak yang terlibat dalam penatausahaan
keuangan BLUD adalah:

a. Pemimpin BLUD;

b. Pejabat Keuangan BLUD;

c. Bendahara Penerimaan BLUD;
d. Bendahara Pengeluaran BLUD;

®

Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK); dan

=h

Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat
Penandatangan Kontrak (PPK).

(3) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan BLUD.

(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu BLUD.

(5) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) huruf c¢ dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD.

(6) Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD.

Pasal 59

(1) Dalam hal Pemimpin BLUD berhalangan sementara
atau tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dapat ditunjuk pejabat yang diberi
kewenangan untuk memberikan otorisasi pencairan
dana BLUD.

(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berasal dari pejabat SKPD yang secara
operasional membidangi tugas dan fungsi BLUD
dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 60

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan ...
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pemungutan pendapatan atau tagihan;
penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
pembayaran;

perolehan sumber dana untuk menutup defisit
jangka pendek; dan

f.pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk

(1)

(2)

(2)

(3)

memperoleh pendapatan tambahan.
Pasal 61

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas
tertuang dalam dokumen anggaran kas.

Pemimpin BLUD menyusun anggaran kas BLUD
untuk mengatur ketersediaan dana dalam
mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DBA.

Pasal 62

Untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60, Walikota menetapkan bendahara penerimaan
BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD
berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

Setiap transaksi penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara tunai disetorkan
paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke
Rekening Kas BLUD.

Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), yang diterima pada hari libur
disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikecualikan jika:

a. terdapat uang muka dan/atau uang titipan
pihak ketiga yang perlu dikembalikan selama
belum disetor ke kas BLUD;

b. jika terdapat kemungkinan pengembalian
kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga
sampai dengan  pengembalian  kelebihan
direalisasikan;

c. efisiensi biaya administrasi bank; dan

kejadian force major yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

(5) Batas ...
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Batas waktu penyetoran penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan
karakteristik BLUD yang diatur dengan peraturan
pemimpin BLUD.

Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada
pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 63

Untuk pengelolaan kas, Pemimpin BLUD membuka
Rekening Kas BLUD pada bank umum yang sehat
milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah
dengan melaporkan kepada Walikota melalui PPKD.

Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Rekening Kas Umum BLUD, Rekening
Kas Penerimaan BLUD dan Rekening Kas
Pengeluaran BLUD.

Rekening Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan untuk menampung transaksi
penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya
bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c,
dan hurufe.

Rekening kas Umum BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dipegang oleh Pejabat Keuangan dan
dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin
BLUD dimana Laporan Pejabat Keuangan disusun
dalam bentuk Buku Kas Umum Pejabat Keuangan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuat setiap hari dan diserahkan setiap bulan
kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.

Pemimpin BLUD dapat membuka Rekening kas
Penerimaan BLUD dan/atau rekening kas
Bendahara BLUD selain pada bank umum milik
pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang
sehat  sepanjang mendukung elektronifikasi
transaksi pemerintah daerah dengan melaporkan
kepada Walikota melalui PPKD.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Penatausahaan Keuangan

Pasal 64

Bendahara penerimaan BLUD menerima
pembayaran sebagai pendapatan BLUD, wajib
melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah
uang dan kebenaran dokumennya berupa TBP
dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dari
pemberi pendapatan, dan melakukan pemeriksaan
kesesuaian antara nilai tunai dengan yang tertera
pada dokumen penerimaan uang.

Bendahara penerimaan BLUD membuat TBP/bukti
lain yang sah minimal 3 (tiga) lembar, asli kepada
pemberi pendapatan, salinan 1 untuk arsip
bendahara dan salinan 2 untuk arsip.

Pasal 65

Pembukuan transaksi penerimaan pendapatan
BLUD dilakukan melalui:

a. pembukuan atas pendapatan secara tunai;

b. pembukuan atas pendapatan melalui rekening
bank Bendahara Penerimaan BLUD; dan

c. pembukuan atas pendapatan melalui rekening
Kas BLUD.

Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP)/bukti
lain yang sah melalui langkah-langkah, sebagai
berikut:

a. mengisi Buku Kas Umum Penerimaan pada
bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom
nomor bukti;

b. mengisi informasi di kolom uraian bawah
pembayaran dilakukan secara tunai;

c. mengidentifikasi jenis dan kode rekening
pendapatan;

d. mengisi kolom kode rekening; dan
e. mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
langkah-langkah, sebagai berikut:

a. bendahara ...
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a. bendahara penerimaan BLUD menerima
pemberitahuan dari bank mengenai adanya
penerimaan di rekening bendahara penerimaan;

b. bendahara penerimaan BLUD melakukan
verifikasi penerimaan berdasarkan
pemberitahuan dari bank  sebagaimana
dimaksud pada huruf (a);

c. bendahara penerimaan BLUD melakukan
rekonsiliasi informasi pembayaran dengan
penerima layanan barang dan/atau jasa;

d. bendahara  penerimaan BLUD  mencatat
penerimaan di Buku Kas Umum pada bagian
penerimaan kolom nomor bukti dan kolom
tanggal serta mengisi uraian informasi
pembayaran yang dilakukan melalui rekening
bendahara penerimaan BLUD;

e. bendahara penerimaan BLUD mengisi kolom
kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan
yang diterima; dan

f. bendahara penerimaan BLUD mengisi jumlah
pendapatan yang diterima.

Pasal 66

Penatausahaan belanja BLUD dilakukan terhadap
belanja operasional dan belanja modal.

Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan Surat
Permintaan Pencairan Dana (S-PPD) wuntuk
melaksanakan belanja BLUD.

Surat PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:

a. Surat PPD Uang Persediaan (UP) yang
digunakan untuk mengisi uang persediaan (UP)
BLUD, dan hanya dilakukan sekali dalam
setahun;

b. Surat PPD Ganti Uang (GU) digunakan untuk
mengganti UP BLUD yang sudah terpakai, dan
diajukan ketika UP habis; dan

c. Surat PPD Langsung (LS), digunakan untuk
pembayaran langsung pada pihak ketiga
dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 67 ...
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Pasal 67

(1) Pengajuan Surat PPD, perlu dilengkapi beberapa
dokumen, yakni:

a. Surat PPD-UP, dilengkapi dengan:

1.

2.
3.

salinan SK Pemimpin BLUD tentang
Penetapan UP untuk BLUD;

surat PPD-UP; dan

lampiran lain yang diperlukan.

b. Surat PPD-GU, dilengkapi dengan:

1.
2.
3.

4.

5.

salinan Anggaran Kas BLUD;
surat PPD-GU;

laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran BLUD;

Surat Pertanggungjawaban penggunaan
Uang Persediaan BLUD dengan bukti-bukti
yang lengkap dan sah; dan

lampiran lain yang diperlukan.

c. Surat PPD-LS wuntuk Gaji Pegawai BLUD,
dilengkapi dengan:

1.
2.
3.

4.

salinan anggaran kas BLUD;
surat PPD Gaji;

Surat Pertanggungjawaban Belanja Gaji
BLUD dengan bukti-bukti yang lengkap dan
sah; dan

lampiran lain yang diperlukan.

d. Surat PPD-LS terkait Belanja Barang dan/atau
Jasa serta belanja Modal, dilengkapi dengan:

1.
2.

4.

salinan anggaran kas BLUD;

Surat PPD-LS belanja barang dan/atau jasa
serta belanja modal;

Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan
belanja barang dan/atau jasa serta modal
dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
dan

lampiran lain yang diperlukan.

(2) Bendahara pengeluaran mengajukan surat PPD
kepada Pemimpin BLUD untuk dapat diterbitkan
Surat Otoritas Pencairan Dana (S-OPD).

Pasal 68 ...
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Pasal 68

Pembukuan belanja BLUD dilakukan oleh
bendahara pengeluaran menggunakan:

a. Buku Kas Umum (BKU) pengeluaran BLUD;
dan

b. Buku Pembantu BKU pengeluaran BLUD sesuai
kebutuhan:

1. buku pembantu kas tunai;

2. buku pembantu simpanan/bank;

3. buku pembantu panjar;

4. buku pembantu pajak; dan

5. buku pembantu rincian objek belanja.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam
melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. Surat OPD UP/GU/LS;
b. bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan

c. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 69
Surat Otoritas Pencairan Dana (S-OPD)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2)
terdiri dari:

a. S-OPD UP;
b. S-OPD GU; dan
c. S-OPD LS.

Penerbitan S-OPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

S-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diterbitkan jika:

a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu
anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas
pada periode permintaan pengeluaran kas,
dengan selalu memperhatikan jumlah ambang
batas total belanja yang telah ditetapkan; dan

b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Waktu ...
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Waktu pelaksanaan penerbitan S-OPD paling
lambat 2 hari sejak Surat PPD diterima, dan
apabila ditolak akan dikembalikan paling lambat 1
hari sejak Surat PPD diterima.

S-OPD yang telah ditandatangani Pemimpin BLUD
menjadi dasar Pejabat Keuangan dapat melakukan
pencairan dana.

Apabila dokumen Surat PPD UP/GU/LS belum
lengkap, Pejabat Keuangan akan menerbitkan surat
penolakan PPD dan dikembalikan kepada
bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Surat penolakan PPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sejak Surat PPD-UP/GU/LS diterima.

Pasal 70

Proses penatausahaan keuangan yang dilakukan
Pejabat Keuangan BLUD meliputi:

a. penerimaan pendapatan;
b. penerimaan pembiayaan;

c. pengeluaran belanja untuk mekanisme UP/GU
dan LS;

d. pengeluaran pembiayaan; dan
e. pengeluaran setara kas dan Non Anggaran.

Untuk pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, Pejabat Keuangan melakukan
verifikasi Surat PPD yang diajukan bendahara
pengeluaran BLUD dan S-OPD yang ditandatangani
Pemimpin BLUD, kemudian Pejabat Keuangan
menerbitkan dan menandatangani Surat Pencairan
Dana (S-PD).

Untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pejabat Keuangan
mengajukan surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK)
dan draft S-OPD beserta Surat PD untuk
ditandatangani Pemimpin BLUD dan Pejabat
Keuangan.

Surat Pencairan Dana (S-PD) sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:

a. Surat PD UP;
b. Surat PD GU; dan
c. Surat PD LS.

(5) Pemimpin ...
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Pemimpin BLUD memberi persetujuan untuk
mencairkan uang dalam bentuk S-OPD kemudian
Pejabat Keuangan melakukan pembayaran dengan
menerbitkan S-PD yang diberikan kepada bank
yang bekerjasama dengan BLUD untuk dilakukan
pembayaran kepada pihak ketiga.

S-PD dapat diterbitkan jika: pengeluaran yang
diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia
dan batas anggaran kas pada periode permintaan
pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan
jumlah ambang batas total belanja yang telah
ditetapkan; dan didukung dengan kelengkapan
dokumen sesuai peraturan perundangan.

Pengeluaran setara kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, untuk deposito dibawah 3
(tiga) bulan merupakan dana yang tidak akan
digunakan dalam waktu dekat (idle cash) dan
Pejabat Keuangan menyampaikan rencana
penempatan dana pada aset setara kas kepada
Pemimpin BLUD.

Aset setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) mencakup jumlah dana yang akan ditempatkan
dan pilihan penempatan dana beserta alasan dan
hasil analisis pemilihan penempatan dana tersebut.

Pengeluaran aset setara kas dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening kas BLUD dengan
menggunakan surat perintah pemindahbukuan
dari Pemimpin BLUD kepada Pejabat Keuangan.

Pemimpin BLUD, mengeluarkan surat keputusan
tentang persetujuan aset setara kas yang dipilih,
dan Pejabat Keuangan menerbitkan surat perintah
Pejabat Keuangan yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas BLUD ke dalam aset
setara kas yang dipilih.

Pasal 71

Dalam hal pengendalian pengeluaran BLUD
sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (3), Pejabat
Keuangan membuat register surat PPD-PK dan S-
OPD-PK.

Penerbitan S-OPD-PK merupakan otoritas dan
ditandatangani Pemimpin BLUD.

Surat OPD-PK merupakan pernyataan penggunaan
anggaran di lingkup BLUD, dan menjadi dasar
pencairan dana oleh Pejabat Keuangan.

(4) S-OPD-PK ...
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(4) S-OPD-PK dapat diterbitkan jika:

a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu
anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas
pada periode permintaan pengeluaran kas; dan

b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai
peraturan perundang-undangan.

(5) Waktu pelaksanaan penerbitan S-OPD-PK paling
lambat diterbitkan 2 hari sejak surat PPD-PK
diterima.

Pasal 72

Dalam rangka pengendalian rekening kas BLUD,
Pejabat Keuangan melakukan pembukuan
menggunakan buku kas umum Pejabat Keuangan
BLUD, meliputi pencatatan:

a. penerimaan pendapatan (kecuali APBD) yang
diterima dari Bendahara penerimaan BLUD secara
pemindahbukuan /transfer dari rekening
bendahara penerimaan BLUD dan yang diterima
tunai dari bendahara penerimaan BLUD dan yang
diterima langsung dari pembayar tarif layanan;

b. penerimaan pembiayaan BLUD;

c. pengeluaran belanja BLUD untuk mekanisme
UP/GU maupun LS; dan

d. pengeluaran pembiayaan BLUD.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 73
(1) Bendahara Penerimaan BLUD wajib
mempertanggung jawabkan pengelolaan

pendapatan BLUD yang menjadi tanggungjawabnya
kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan
paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Laporan pertanggungjawaban pada bulan akhir
tahun anggaran berkenaan disampaikan paling
lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut.

(3) Laporan ...
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Laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat informasi
rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas,
dan dilampiri:

a. buku penerimaan;
b. register STS; dan
c. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Keuangan melakukan
verifikasi kebenaran laporan pertanggungjawaban
keuangan.

Jika disetujui hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD

mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban
tersebut.

Pasal 74
Bendahara Pengeluaran BLUD wajib

mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan
BLUD yang menjadi kewenangannya, meliputi:

a. pertanggungjawaban penggunaan UP/GU; dan
b. pertanggungjawaban bulanan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, Bendahara Pengeluaran BLUD
melakukan langkah-langkah:

a. mengumpulkan bukti yang sah atas belanja
yang menggunakan uang persediaan termasuk
bukti pendukung lain yang sah;

b. berdasarkan bukti tersebut kemudian
direkapitulasi belanja ke dalam laporan
pertanggungjawaban UP sesuai dengan program
dan kegiatannya masing-masing; dan

c. laporan pertanggungjawaban UP tersebut
menjadi lampiran pengajuan Surat PPD GU.

Pasal 75

Pertanggungjawaban bulanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b,
disampaikan kepada Pemimpin BLUD paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa SPJ yang menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara
kumulatif dan per kegiatan, yang dilampiri:

a. buku ...
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a. buku kas umum pengeluaran; dan
b. laporan penutupan kas.

Langkah-langkah pembuatan dan penyampaian
SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan
laporan penutupan kas.

b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan
rekapitulasi jumlah belanja dan item terkait
lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu
BKU lainnya serta khususnya buku pembantu
rincian objek untuk mendapatkan nilai belanja
per rincian objek.

c. berdasarkan rekapitulasi, bendahara
pengeluaran BLUD membuat SPJ atas
pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya.

d. dokumen SPJ beserta BKU pengeluaran dan
laporan penutupan kas kemudian diberikan ke
Pejabat Keuangan untuk diverifikasi.

e. setelah mendapat verifikasi dan diterima,
Pemimpin BLUD mengesahkan  laporan
tersebut.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat SKPD
dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 76

Pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani
laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan BLUD setiap bulan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ)
yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.

Berdasarkan laporan dan surat pernyataan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi
BLUD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP)
untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) BLUD ...
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BLUD rumah sakit yang telah berstatus unit
organisasi bersifat khusus dapat menyampaikan
laporan dan surat pernyataan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
serta menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP)
untuk disampaikan kepada PPKD.

PPKD melakukan pengesahan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan
menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).

Pasal 77

Laporan keuangan BLUD terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran (LRA);

o

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;

d. laporan operasional (LO);

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual dan diatur lebih lanjut pada
kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang
berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran
BLUD.

Pasal 78

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a
menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1)
huruf b menyajikan kenaikan atau penurunan
Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(3) Neraca ...
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Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(1) huruf ¢, menyajikan posisi keuangan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (1) huruf d, menyajikan informasi
jumlah pendapatan dan beban, surplus atau defisit
BLUD selama satu periode.

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (1) huruf e, menyajikan informasi kas
berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi,
dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode
tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f,
menyajikan informasi ekuitas BLUD pada periode
tertentu.

CalLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(1) huruf g, berisi penjelasan naratif dari angka
yang tertera dalam laporan keuangan.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Laporan Keuangan dan Reviu

Pasal 78

Laporan Keuangan UPTD/Badan Daerah BLUD
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan SKPD yang membidangi BLUD, untuk
selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan UOBK BLUD diintegrasikan/
dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Tata cara penyusunan, penyampaian dan
pengintegrasian laporan keuangan BLUD
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyusunan dan penyampaian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan
keuangan BLUD UOBK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (1) disampaikan oleh
Pemimpin BLUD kepada Walikota melalui PPKD
selaku pembina keuangan BLUD.

(2) Dalam ...



(2)

(1)
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Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan
keuangan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (1) disampaikan oleh
Pemimpin BLUD kepada Walikota melalui Kepala
SKPD yang membidangi BLUD kemudian kepada
PPKD selaku pembina keuangan BLUD.

Pasal 81

Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas
kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh
BLUD selaku entitas pelaporan, dilakukan reviu
atas laporan keuangan BLUD.

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan
semesteran dan tahunan.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan
kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode
pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh
SKPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah
Daerah.

Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD
tahunan.

Pasal 82

Setiap triwulan BLUD menyusun dan
menyampaikan laporan operasional dan laporan
arus kas kepada PPKD, paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah periode pelaporan berakhir.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan keuangan pemerintah daerah untuk
semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca dan Laporan Arus Kas.

(4) Setiap ...
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(4) Setiap tahun, Pemimpin BLUD wajib menyusun
dan menyampaikan laporan keuangan lengkap
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, dan CalLK disertai laporan
kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan pemerintah Daerah,
paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode
pelaporan berakhir, dan setelah dilakukan reviu
oleh instansi yang membidangi pengawasan
pemerintah daerah.

(5) Untuk penyusunan laporan keuangan Pemda,
BLUD cukup menyerahkan laporan keuangan versi
SAP umum (bukan PSAP13) kepada SKPD dan
tidak perlu langsung ke PPKD namun dikecualikan
untuk UOBK seperti rumah sakit daerah.

(6) Format  pertanggungjawaban dan  pelaporan
keuangan BLUD tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 83

Diagram alur mekanisme perubahan RBA dan DBA
baik karena penggunaan ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 maupun karena untuk
penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, dan format ketentuan teknis terkait
pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan
BLUD serta format surat PPD-PK, register surat PPD-
PK, dan S-OPD-PK sebagaimana tercantum dalam
Pasal 71 dan Pasal 72 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB XII ...
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2022
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd.
SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd.
RUDIYANTO
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 68
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. DIAGRAM ALUR PERUBAHAN RBA KARENA PENGGUNAAN AMBANG BATAS
Perubahan RBA Karena Penggunaan Ambang Batas

- Pejabat Keuangan BLUD Kepala
U PTK PPKD
daa BLUD [Pemimpin BLUD)" SKPD
1. Pejabat Xeuanzan menyispkan permohonan Permohonan Permononan
persetujsan pengzunsan ambang Datas, yaitu =:::E,i’:i;s > e:_’:;i‘::;s

bDesaran persentase reslisasi belanjs yang
diperkenankan melampaui angzaran catam RBA
can DEAJ/OPA yang telan ditetapkan secara

Cefinit®, untuk disampaikan ke pemimpin BLUD

> Tesk ———

2. Permononan pengzunsan ambang Datas yang 0
disetujui oleh Pemimpin SLUD selanjutnya

dilaporkan ke Kepais SXPD yans membidans |
ELUD can PPXD

s
Permaonhonan Permononan
penzzunaan penszunsan
ambdans batas o ambang Datas

=22 3LUD =24 2D T —
Perudbanan ™ =
2ran €23, S=n DEA/DPA BLUD —== et €23 3UD
Perudenan kepacs Pemimpin SLUD meiaigi = e D3a 3wOD 2 Ferusanan
- Perusanan Perubshan dzandstangan
Pejabat Xeuangan SLUD.

Angzaran Kas Angzaran fas =
Lo -
Serusahan Perunahan
DPA. BLUD Penyampasan D34
P
N BLUD Perunsnan

3. Pemimpin SLUD menandstangani RBA, D3A,
can Angzaran Kas SLUD Perudanan

S Pemimpin HLUD meisporian pemmzunssn | oaa siwD J Daa 8LWD

angzaran belsnja SLUD sebagai DSA dan Perubanan ] Perubanan

Angzzaran Kas SLUD Perunehan tersebut kepads Anzzaran ¥as —_—= Anzzaran €z e Angzaran ¥as

Xepaiz SXPD yanz membicangi dan PPXD SLUD Perubanan SLUD Perudanan SLUD Ferusanan
. .

“Uatuk UPTD/BD, perubahan RBA kareaa
peagguaixan ambang bataz BLUD dilaporkans ke

SKPD gyang membidangi BLUD das PPKD
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B. DIAGRAM ALUR PERUBAHAN RBA KARENA PENGGUNAAN DIATAS AMBANG BATAS
Perubahan RBA Karena Penggunaan di Atas Ambang Batas

- Pejabat Keuangan BLUD Kepala
Uraian PTK > Kepala SKPD PPKD
BLUD [Pemimpin BLUD)" Daerah P
1. Pemimpin ELUD dibentu Pejedst Keusngen Permohanan Fermohonen
menyepkan parmohonan parsetujien penzzunzan meedih - pengzunaan meledii
penzzunsan melenn amnenz o tas, yaity SiTiag betas e
43 i ambang datas, yait: S

restisasi betanja yang diperkenanikan melampau
angzaran ambang batas daiam REA dsn DEASDPA,
yang akan disjukan ke kepais deeral

[

Permononan pengzunsan di stas smbang bstas
ang disampaikan Pemimpin SLUD selsnjutrys
analisis olen Kepsis Daerah jika disetujui maka

skan kelusr persetujuan pengeunaan ambang

Datas Derups Peraturan Kepeis Deerah (Perkads| l
yang disampaikan ke Pemimpin SLUD untuk disempumaian

()

Y=

Perzads tentang Pergads tentang Pergads temtans Fareads temtang
3 Dottt Periads o Nots Dinas Pengzunsan meledin Pengzunsan meledin Pengzunasan maiedit Fenzzunsan meedn
Pamimpin SLUD, PTK mangusen R34 Selane, Ambang Batas % Ambeng Sstas I3 Amoeng Sstas & ANRBIE Batha
Angzaran Kas dan D3A/DPA BLUD

Nota Dines
Pengzunsan meledi
Ambang Satas

Nota Dinas
Pengzunsan meledini

Ambeng Satas

R84 gsn Angzaran

. Xas BLUD
4. PTX menyampsikan pengzunasn amdeng betas =24 20D =86 500 3 Perutahan
sebazsi R34, Angzaran Kas den D3A/DPA SLUD Perubatan Perusanan drangetangan
Perudanan kepada Pemimpin SLUD melsiu o8k 2.0 S22 2D
zanat Kauarean SLUD o4

Pejadst Keusngan BLUD Perubshan >| Ferudshen

Anggzaran Xas Anggaran Kas Penyampaian D3A
3. Pemampn SLUD menandetangan RBA, DEA, ==_a_"::“_’ %-B;::?\u BLUD Perubahan

dan Angzaran Kas SLUD Perudshan

y
6. Pemimpin BLUD menyampaikan pangzunsen D34 8WD D84 8WD
angzaran belsnjs SLUD sebagai D3A SLUD Perubanan Perubahan
Perubahan tersebut kepads dilsporkan kepads Angzaran Kas Anggaran Kas
Xepals SXPD yang membidangi dan PPXD SLUD Perubahan 8LUD Perubanan

v

Anggzaran Kas
BLUD Perudahan

“Untuk UPTDI/BD, perubakan RBA karena
pengg bang bataz BLUD dilaporkan ke
SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD
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C. DIAGRAM ALUR PERUBAHAN RBA UNTUK PENGANGGARAN PENGGUNAAN SiLPA TAHUN SEBELUMNYA
Perubahan RBA Untuk Penganggaran Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya

Xepais SXPD yang membicangi can SXPD selaku
PPXD.

7. Pemampin SLUD melakukan perubanan
Angzaran ¥as can DEA ELUD

“"Unatuk UPTD/BD, perubahans REBA karceaa
penggenilxaa SilLPA BLUD dilaporkan ke

SKPD gang membidangi BLUD das PPKD

VT"'—_

Meiatucan perubanan
anggaran tas & D34 SLUD

L

O34 3LUD
Perubanhan

Urai Pejabat Keuangan BLUD Kepala PPKD
ratan BLUD [Pemimpin BLUD)" SKPD

1. Sercs wan isporan pertangsunsiswaban LF1 Laporan
Sencanara SLUD, isporan penutupsan Kas, dan Pemutupan Xas,
SPZE® Sulan Desember tanun sebeisTope, spzae
Pejabat Keuanzan mengsjukan usulan perubanan
RSA untuk Mmensangrarkan pengzunasan SiLPA
tahun sebeltumnga kepada Pemampin SLUD.

Membust usaen Usuian pensansEsran

”. S,
Z. Pemimpin ELUD membust surat persetujsan penganggaran penggunaan :.ewgg:;\::-\-’.“: ‘; -
. = < . . ¥
perubanan RE4A xarens usulan pEnzanzzacan SHBA talun JEDCRATIYS
pengzunsan SILPA tanun seDelamnys. \———"I/_—_
ToaTiaioam To—eoor
2.20
3. Pejabat Keuanzan menyusun perudahan Penyusunan K24 ILUD = PeTSetuInn Pemiran
angzaran stas pengrunsan SLPA tahun Perubanan = “swun
seDslaTry S sedagal REA SLUD Perudanan l
4. Pejabet Xeuanzan menyampsitan perubahan - — 3:.:.'.) :e-‘.a:e‘s:‘-
angzaran stas pengzunsan SLPA tahun a,'...;e,e,'.__‘
: ta tangamni
sebeiumnys sebagai REA SLUD Perubahan kepacs
Pemimpin SLUD \—T‘f——
Penyampaan

3. Pemimpin SLUD Menandatanzani RBA SLUD Derzesaran =nzzamn
Perubanan Sesanja BLUD
S. Pemimpin SLUD menyarmposikan perubanan W b
angzaran stas pengzunaan SELPA tarun R2A 3LUD R84 3WUD
sebetumnys sebazai REA SLUD Perudanan kepaca Ferus=nen Feruoeanan
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Perubahan RBA untuk Penyesuaian Anggaran SiLPA Tahun Sebelumnya

Uraian

Pejabat Keuangan
BLUD

BLUD
[Pemimpin BLUD)™

Kepala
SKPD

PPKD

1. Sercesarian X Suclted ssporan
pertanszungiswabsan Sencahara SLUD, i=poran
penTtupan kas, dan SPZEP Butan Desember tahun
sebelomnys, Pejabat Xeuangan mengaiukan
usgian perudshan R84 untuk MmengZangzarcan
penszunsan SILPA tanun sebelaminys kepacs
Permirmpin SLUD

2. Pemimpin BLUD membuat surst persetujusn
perubsnan REA karens usulan pengangzaran
penyesssian SEPA tahun seDelumrya

3. Pejabat Xeuangan menyusun perubahan
anszaran atas penyesussian SiLPA tarvan
sebelamnys sebazai REA SLUD Perubahan

4. Pejabat Keusnzan menyampaikan perubanan
angzaran atss poyesusian SEPA tanhun
seDelaTnys sedbazai REA SLUD Perudanan kepada
Pemirmpin SLUD

S. Pemimpin SLUD menyampaikan perubahan
angzaran atas penyesusian SEPA tanhon
sebslomnys sebaza: REA SLUD Perubanan kepads
¥epala SXPD yanz membicang: can SXPD setaku
=EED.

7. Pemampin SLUD melanukan perudanan
Angzaran ¥as gan DEA SLUD.

LXPD ouaited, LPI
L=poran Penutupan
Xasg SPZ8P

Membu=at usuian
PeEnSanSEaran penyesssen
SILPA tTanhun sedelumny=

Usuian penzangzzaran
penyesuasan SILPA t=hun

“"Untuk UPTD/BD, perubakhan REBA karceax
penyezwaian SilLPA BLUD dilaporkan ke

SKPD gang membidangi BLUD dan PPKD

Peryusanan R24 ILUD
Perutanan

seDelumny=a

!

=24 2,00

A

Persetuyuan Permampn
sSwwo

|84 SLUD Perudanan

Perudbahan

yans sudan
Q’.E"ﬂ!f&'&'&ﬂ

&_J-—‘[-—-’”—

Penyampas=n
pergeseran anzgzaman

Sesanya SLUD

W

R84 SwWD
Perudbanan

\—a-l"”_

Mesasucan paerudsanan
angzaran sas & DBA BLUD

!

D34 SLUD
Perubanan

R24A SLUD
Perutanan
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E. DIAGRAM ALUR PERUBAHAN RBA UNTUK PENYESUAIAN ANGGARAN SiLPA TAHUN SEBELUMNYA

sebelumnys sebaga: RSA SLUD Perudbahnean kepads
¥epais SXPD yang membidangi dan SXPD selaku
22D

7. Pemimpin SLUD meiskukan perubanan
Angzaran Las can D8A SLUD.

“Untuk UPTD/BD, perubakhan RBA karcaz
peayesuaian SilPA BLUD dilaporkas ke

SKPD gang bidangi BLUD das PPKD |

h—_’r’_

Melaxutan perudanan
angzaran tas & DSA SLUD

!

oa4a sLuD
Perubanan

- Pejabat Keuangan BLUD Kepala
Uraian _ ~ = PPKD
BLUD [Pemimpin BLUD) SKPD
1. Sercasarian LX swaiog lsporan LXPD oudited, LP)
pertangszungiawaban Sendcanars SLUD, isporan i=poTan Penutuden
perwtupsan kas, can SPZEP Sulan Desember tahun oA Sera.
sebelumrys, Pejabat Xeuangan mengajucan
csutan perubanan R5A ontuk menzans=arken
penzzunsan SELPA tanhun sebedumnys kepads
Permampin SLUD.
—
Membuat asulan T ng‘i:‘-f _—
SR = penyesusian SHLPA tahun
2. Pemarmpin SLUD membusat surat persetujuan peEnSansEaran penyesusan y seseummye
perusanan R34 karens usoiean DenEZasEzacEn et
penyesusian SLPA tahun sebeluamrys.
Poaciijes~ Tomaree
sLuD
3. Pejadat Xeuangan menyuson perubahan Penyusunan RIA SLUD < Parcer s umn Pemimoin
anzzaran atas penyesssian SiLPA tarvan Perudbanan “smwuo
sebersmnya sebagai REA SLUD Perudbahan l
- R84 SLUD Perubanan
<. Pejadat Keuasngan menyampankan perudbanan ~a
=a= < " = PA T -~ yanz sodan
angzaran atas pnyessaian SELPA tabhun Standetanzan
sebesarry e sedazai REA SLUD Perubshan xepads
Pemirmpin SLUD.
3. Pemampin SLUD menandatangani RBA SLUD Sery=mo=an
Perubanan pergeseran angzamsn
Selang= SLUD
W W
S. Pemimpin SLUD menyampsikan perubanhan RaA swWwD Raa SLwWD
angzaran atss penyesusian SiLPA tahun Perubanan Perubanan
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Format ketentuan teknis terkait pelaksanaan

anggaran dan

penatausahaan keuangan BLUD serta format surat PPD-PK, register surat

PPD-PK, dan S-OPD-PK

Format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
PEMERINTAH KOTA ....

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO

URAIAN

JUMLAH

3

PENDAPATAN

1 Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerja sama

APBD

(O [SVI] o)

Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Jumlah Pendapatan

BELANJA

BELANJA OPERASI

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Bunga

4 Belanja Lain-lain

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

U |h W N =

Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN

C.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

2 Divestasi

3 Penerimaan utang/pinjaman

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

C.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1 Investasi

2 Pembayaran pokok utang/pinjaman

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 20XX

........... yeeenn. 20...
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Pemimpin BLUD

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20....

URAIAN JUMLAH

PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

BELANJA MODAL
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Belanja Modal Tanah

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

1].....

2 | dst.....

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1 | Penggunaan SILPA

2 | Penerimaan Kembali Investasi/Divestasi

3 | Penerimaan utang

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1 | Pengeluaran Investasi

2 | Pembayaran pokok utang

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)

............... s e 20

Pemimpin BLUD
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RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NO

URAIAN JUMLAH

PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

JUMLAH

............... s eeeeeneenne 2000
Pemimpin BLUD
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RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20....

SUMBER DANA

BLUD
NO URAIAN JUMLAH (Rp)
e HIBAH | KERJASAMA | LAIN-LAIN SiLPA AFBD
LAYANAN . 1
1 2 E 4 5 6 7 8 9
B | BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

2 dst

Belanja Barang

2 dst

Belanja Bunga

2 dst

Belanja Lain-lain

2 dst

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah
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2 dst

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2 dst

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2 dst

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

2 dst

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2 dst

Belanja Modal Aset Lainnya

JUMLAH

.......... s eeeneenens 2000,
Pemimpin BLUD
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PEMERINTAH KOTA (1)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .... (3)

Program TIPS (4)
Kegiatan T (5)
Sub Kegiatan T (6)
Sumber Dana T (7)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD
Indikator Tolak Ukur Kinerja .... (8) Target Kinerja .... (9)

Capaian Program
Masukan
Keluaran
Kelompok Sasaran Kegiatan : ...... (10)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

RINCIAN PERHITUNGAN ... (13)
KODE REKENING URAIAN ... (12) JUMLAH ... (14)
- (0 VOLUM SATUAN HARGA (Re)
SATUAN
1 2 3 4 5 6
JUMLAH (Rp) ... (15)
...... s reeenneen 20....(17)

Nilai Ambang

Batas sebesar

Rp......... (16) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)
(nama lengkap)
NIP. .ot
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RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO URAIAN ANGGARAN AWAL
1 2 3
C PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA

2 dst

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Investasi

2 dst

Pembayaran pokok utang

Pembiayaan Netto

............. yevrennennenns 2000,
Pemimpin BLUD
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA - Pendapatan

Organisasi KKK KKK KKK KK eeueerietieeti et ettt ettt tan ittt taneeaeeneraens (3)
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
1...4) 2...(5 3...(6) 4..(7) 5...(8) 6=(3x5)...09
4 Pendapatan
4 1 PAD
4 1 4 Lain-lain PAD yang
sah
4 1 4 XX Pendapatan BLUD
4 1 4 XX | XX Pendapatan BLUD
4 1 4 XX | XX Pendapatan BLUD ...
Jumlah
................ s eeeereerineenenn20....(10)
Kepala SKPD
(ttd)
(nama lengkap)
NIP. oo (11)
Keterangan .............cooeviiiiiiiiiniiiinnnnn, (12)

Tanggal Pembahasan:

Catatan Hasil Pembahasan:

1.

2.

dst.

*coret yang tidak perlu
**untuk Rumah Sakit Daerah narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”

***untuk Rumah Sakit Daerah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah ...........coiiiiiiiiiiiiiiiiii e (13)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2

dst.
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - Rincian Belanja
| 3€e] 7= ) DO P PP UPPTPRTPPPINt (1)
Tahun ANggaran............cceeeeeiiiiiiiiinnnneeniiinnnnn. (2)
Urusan Pemerintahan LK e (3)
Bidang Urusan D 25 < PP PPTO PPNt (4)
Program D052 o S TN (5)
Sasaran Program (impact) D (6)
Capaian Program (outcome) D (7)
Kegiatan HEED & o' o 4o SN OO PP P PP PRPNN (8)
Organisasi XXX XX XXX XK XK. ceveiiiniiias 9)
Unit Organisasi D XXX XKXK, X-XKKKXK e (10)
Jumlah Tahun n-1 Rp .........c.ccoi. (e e e ) ... (11)
Jumlah Tahunn Rp ..........ccn (e et ) ... (12)
Jumlah Tahun n+1 Rp .......ccooiiiii, (e e ) ... (13)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (14)
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan...............ccoiviiiiiiiiiiii (15)
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan ! XXKXXXKKK, e (16)
Sumber Dana D (17) Lokasi* : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai
Desa/Kelurahan)
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan) ......... (18)
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ... ..c.ceenenen. (19)
Keterangan D (20)
Kode . Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Uraian (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1...(21) 2..(22) 3.. (23) 4.. (24) 5.. (25) 6=3x5.. (26)
S| 1]1 Belanja Pegawai
S| 1] 1 |xx Belanja Pegawai
S| 1|1 |xx| xx Belanja Pegawai
S| 1|1 |xx| xx | xx | Belanja Pegawai
S| 1|2 Belanja Barang
dan Jasa
S| 1 ]2 |xx Belanja Barang
dan Jasa
S| 1|2 |xx| xx Belanja Barang
dan Jasa
S| 1|2 |xx| xx [x Belanja Barang
dan Jasa
S5|1]3 Belanja Modal
Tanah
S|1]3|xx Belanja Modal
Tanah
S| 1] 3 |xx| xx Belanja Modal
Tanah
S| 1|3 |xx| xx | xx | Belanja Modal
Tanah
S| 1] 4 Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
S|{1]4|xx Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
S| 1|4 |xx| xx Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
S| 1|4 |xx| xx | xx | Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
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S| 1]|x Belanja Modal ...

dst

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan

, tanggal......... 27)
Kepala SKPD**

(tanda tangan)***

(Nama Lengkap)

Keterangan T (28)

Tanggal Pembahasan H

Catatan Hasil Pembahasan : .......

1.
2.
Dst
*coret yang tidak perlu
**untuk Rumah Sakit Daerah narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
***untuk Rumah Sakit Daerah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
Tim Anggaran Pemerintah Daerah ..........cccccoceeiiiiiiiiiiiin (13)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2

dst.
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA - PEMBIAYAAN
OB -ttt e ettt e e e ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e annnb et eaeeeanntaeeeaeens (1) SKPD
Tahun ANZEAaramn ........cceuuviuiiiiiiiniiieeiiiiieeieeieeiennnes (2)
Rincian Anggaran Pembiayaan
Organisasi : D o B o o gD o 4o S PP .... (3)
Kode Uraian Jumlah
Rekening (Rp)
1...(4) 2...(5 3...(6)
6 1 1 [Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
6 1 1 XX IPenggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD
6 1 1 XX XX IPenggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD
6 1 1 XX XX xx [Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD
6 1 2 Divestasi
6 1 2 XX Divestasi BLUD
6 1 2 XX XX Divestasi BLUD
6 1 2 XX XX xx [Divestasi BLUD
6 1 3 [Penerimaan Utang/Pinjaman
6 1 3 XX IPenerimaan Utang/Pinjaman BLUD
6 1 3 XX XX [Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
6 1 3 XX XX xx |Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD

Jumlah Penerimaan Pembiayaan... (7)

Investasi
XX Investasi BLUD
XX XX Investasi BLUD

Investasi BLUD

[Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan

XX [Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD

XX XX [Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD

(e} [o} ko] ko)l fo)] fe)} fo)} fo))
NIN[N[N[N[N[N[N
WW|W[W[N[N[N[N

4

4

4

XX XX xx [Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan... (8)

Pembiayaan Netto|

.................. ] S °)
Kepala SKPKD .... (10)*
(ttd)**
(nama lengkap)
NIP. oo
*untuk Rumah Sakit Daerah narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
**untuk Rumah Sakit Daerah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
Keterangan............cocceoveeviiniiniinn..n. (11)
Tanggal Pembahasan:
Catata Hasil Pembahasan:
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daeral..........c.coviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e (12)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2

dst.
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PEMERINTAH KOTA (1)
........................................... (2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ...... (3)
NOMOR: X.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)

No Uraian Jumlah (Rp)

1.5 2..(6) 3..(7)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

dst

a. ...

b. ...

C. ...

dst

Jumlah
............... s eeeeenneenneenneenn200.....(10)

Rencana Penarikan per Triwulan .... Pemimpin Badan Layanan Umum
9) Daerah
Triwulan I Rp.....
Triwulan II  Rp.....
Triwulan III  Rp..... (ttd)
Triwulan IV Rp..... (nama lengkap)
Jumlah Rp..... NIP oot
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PEMERINTAH KOTA (1)
........................................... (2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ...... 3)
NOMOR: X.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)

Sumber Dana

: . . Lain-Lain
No Uraian Jumlah (R
Jasa Layanan Hibah Ha;lalrlézr_]a Pendapatan SiLPA APBD v (Rp)
BLUD yang sah
...(5) 2...(6) 3...(7) 4...(8)

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Dst

Dst

Dst

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Dst

Belanja Peralatan dan Mesin
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Dst

Dst

Dst

Dst

Jumlah

Nilai Ambang Batas sebesar Rp..... 9)

Rencana Penarikan per Triwulan .... (10)

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.....

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)
(nama lengkap)
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PEMERINTAH KOTA (1)

........................................... (2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...... 3)
NOMOR: X.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)
No Uraian Jumlah (Rp)
1...(5) 2 ...(6) 3...(7)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Dst

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Dst
Jumlah
............... s ererrennennenneenn200.0...(9)
Rencana Penarikan per Triwulan .... (8)
Triwulan I Rp..... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan II  Rp.....
Triwulan III  Rp..... (ttd)
Triwulan IV Rp.....
Jumlah Rp..... (nama lengkap)
NIP (oo
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PEMERINTAH KOTA (1)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .... (3)

NOMOR: X.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)

Program HET (5)
Kegiatan T (6)
Sub Kegiatan T (7)
Sumber Dana T (8)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Indikator

Tolak Ukur Kinerja .... (9)

Target Kinerja .... (10)

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Kelompok Sasaran Kegiatan : ...... (11)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

KODE REKENING

URAIAN .... (13)

RINCIAN PERHITUNGAN ... (14)

JUMLAH ... (15)

. (12) (Rp)
HARGA
VOLUM SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5 6
JUMLAH (Rp) ... (16)
Nilai Ambang Batas sebesar Rp..... a7n. s e 20....(19)
Rencana Penarikan per Triwulan .... (18) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

Triwulan I Rp.....
Triwulan II  Rp.....

Triwulan III  Rp.....
Triwulan IV
Jumlah Rp.....

(ttd)

(nama lengkap)
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PEMERINTAH KOTA (1)

RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...... (3)
NOMOR: x.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)

Uraian

Jumlah (Rp)

1..05

2..(6)

3..07)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama APBD

Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

Jumlah

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

SURPLUS /DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Anggaran Sebelumnya

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

(SILPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Nilai Ambang Batas sebesar Rp....... (8)

Rencana Penarikan per Triwulan .... (9)
Triwulan I Rp.....

Triwulan II  Rp.....

Triwulan III  Rp.....

Triwulan IV Rp.....

Jumlah Rp.....

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)
(nama lengkap)
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PEMERINTAH KOTA (1)

........................................... (2)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...... (3)
NOMOR: X.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)
No Uraian Jumlah (Rp)
1...(5) 2...(6) 3...(7)
PENDAPATAN

Jasa Layanan

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai
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PEMERINTAH KOTA (1)

........................................... (2)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...... (3)
NOMOR: X.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)
No Uraian Jumlah (Rp)
1...(5) 2...(6) 3...(7)

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

dst

Dst

Belanja Gedung dan Bangunan

Dst

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. ...
b. .
C....
dst
Jumlah
Surplus (Defisit)
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SiLPA/SiKPA)

Nilai Ambang Batas sebesar Rp....... (8)
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PEMERINTAH KOTA (1)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...... (3)
NOMOR: X.XX-XX-XX-XXX-XX ...(4)
No Uraian Jumlah (Rp)
1...(5) 2...(6) 3...(7)
Rencana Penarikan per Triwulan .... (9)
;ﬁxi:ﬁ %I l?pp Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Triwulan Il Rp.....
Triwulan IV Rp.....
Jumlah Rp.....
(ttd)
(nama lengkap)
NIP tooiiiiiiiiciiecieeanees




Format anggaran kas

Urusan Pemerintah

Organisasi

P HLNN

KOTA (1)

- 80

AMGGARAMN KAS
TAHUN ANGGARAM

Kode Rekening

Uraian

Anggaran

lanuari

Febuari

Maret

April |

Mei

Juni

Juli | Agustus |5eptember

Oktober

Movember| Desember

2

3

4

5

b

7

p 0o
p 0o
p 0o
p 0o
N0 X0
N0 X0
N0 X0
20000
200 0
p 0o
p 0o
p 0o
p 0o
p 0o
p 0o

N0 X0
N0 X0
20000
20000
20000
0
0

WO O
B WO O
B WO O
B WO O
X0 X000
X0 X000
X0 X000
2 MO O
L
WO O
WO O
WO O
B WO O
B WO O
B WO O

X0 X000
X0 X000
2 MO O
2 MO O
2 MO O
O O
0 O O

EEEEEIEERERERERSR

REEEEREE
REREERE

RS RERRERERE|R
=R = T T T T T T T T T R R R ]

o - R -

4

R A Y s

[ ™ S R )

1

T R R L I I R R T ]

[ I B, B R R Y

5

I
g%

EEE O EHEH

-

EE
X %

N
X
X

g ¥

X
Ly

prey

PENDAPATAN
PENDAPATAN BLUD
Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama

Lain-lain Pendapatan
BLUD yang Sah

Pendapatan APBD

Jumlah Penerimaan kas dari Pendapatan BLUD Per Bulan ....(9)

Jumlah Penerimaan kas dari Pendapatan BLUD Per Triwulan .....[10)

J ) N— . |
Mengesahkan
Pimpinan BLUD
(ttd)
[nama lengkap)
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Pendapatan BLUD

1. Diisi dengan Kota Pasuruan ;

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkar daerah dan nama

satuan kerja perangkat daerah;
Kolo 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening

akun/kelompok/jenis/objek/rincian objek pendapatan;

. Kolom 2 (uraian) diisi dengan akun, kelompok, jenis, objek dan

rincian objek pendapatan;

7. Kolom 3 (anggaran) diisi dengan anggaran pendapatan berkenaan;

8. Kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) diisi dengan rencana

10.

11.

target penerimaan kas dari pendapatan untuk setiap bulannya;

. Jumlah Penerimaan kas dari Pendapatan BLUD Per Bulan diisi

dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan
desember) untuk kolom setiap bulannya;

Jumlah Penerimaan kas dari Pendapatan BLUD Per Triwulan diisi
dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan
desember) untuk kolom setiap triwulannya;

Tanggal, bulan, tahun, tandatangan, nama, dan NIP Pemimpin
BLUD diisi berdasarkan saat pembuatan Anggaran Kas Pendapatan

BLUD.



Urusan Pemesinth

- 82—

KOTA{1]
ANGGARAN K82
TAHUN ANGGARAN ......42]

ADrganis s
Uraian Angzaran anuari [ Febuar [ ®arer Mei Juni Jul [ Agustis [ Septemibe Oktaber | [ Desembe
2 3 4 5 [ 7

R PEEE K [Program BLUD 300

EEK PR TR a0 E3 [Kegiartan BLUD XX

EEK PR TR a0 E3 5 Suby Kegiatan BLUD XM

EEEIK R IOKK E x® 5 1 [BELANIA

EEEIK R IOKK E x® 5 1 [BELAN & OPERAS

P E PR ELE - b L= 5 1 1 |

P E PR ELE - b L= 5 1 1 [ |

EEEXX X EE Y x = 5 1 1 [xx | =

R PEEE K Ed 5 1 2 [Belanja Barang dan Jasa

P E PR ELE - b L= 5 1 2

P E PR ELE - b L= 5 1 2 | (a

EEEXX X EE Y x = 5 1 2 | = (=

EEEIK R IOKK E x® 5 4 [BELAN 1A MODA

EEK PR TR a0 E3 5 ] 1 Belanja Modal Tandh

P E PR ELE - b L= 5 2 1 |

P e PR ELE Y £ £ 5 I 1 [ |

EEEIK R IOKK E x® 5 4 1 [xx | =

EEK PR TR a0 E3 5 ] 2 (Belanja Modd
[Peralatan dan Mesin

P E PR ELE - b L= 5 2 1 |

EEEIK R IOKK E x® 5 4 2 |= (=

P E PR ELE - b L= 5 2 2 | (a

EEK PR TR a0 E3 5 ] 3 Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

EEEIK R IOKK E x® 5 4 3|

P E PR ELE - b L= 5 2 I |

EEEIK R IOKK E x® 5 4 Il | =

EEK PR TR a0 E3 5 ] 4 Belanja Modal faln
Irigasi Jaringan

P E PR ELE - b L= 5 2 4 | =

EEEIK R IOKK E x® 5 4 4 |= (=

P E PR ELE - b L= 5 2 4 | (o

R PEEE K Ed 5 2 5 [Belanja Modal Seet
Tetap Lainnya

EEEIK R IOKK E x® 5 4 5 | xx

P E PR ELE - b L= 5 2 5 |ax |

EEEIK R IOKK E x® 5 4 5 | | =

EEK PR TR a0 E3 5 ] [ Belanja Modal feet
Lainnya

P E PR ELE - b L= 5 2 6 | m

EEEIK R IOKK E x® 5 4 6 |= (=

XA R EVE by x 5 2 G |xx [ x

Jumish Pengeluaran ks dari Belanja BLUD Per Bulan 9]

Jumnilah Pengeluaran kax dari Belanja BUUD Per Triwulan .10

NP,

el e 11]
Mengesahlan
[Pimpinan BAUD
(]
{maawra benghkap|
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Belanja BLUD

1. Diisi dengan Kota Pasuruan;

10.

11.

. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang

direncanakan;

. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkar daerah dan

nama satuan kerja perangkat daerah;

. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening

akun/kelompok/jenis/objek/rincian

objek/program /kegiatan/subkegiatan belanja;

. Kolom 2 (uraian) diisi dengan akun, kelompok, jenis, objek

dan rincian objek, nama program/kegiatan/subkegiatan

belanja;

. Kolom 3 (anggaran) diisi dengan anggaran belanja

berkenaan;
Kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) diisi dengan
rencana target pengeluaran kas atas belanja untuk setiap

bulannya;

. Jumlah pengeluaran kas atas belanja BLUD Per Bulan diisi

dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai
dengan desember) untuk kolom setiap bulannya;

Jumlah Pengeluaran kas atas belanja BLUD Per Triwulan
diisi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai
dengan desember) untuk kolom setiap triwulannya;

Tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, nama, dan NIP
Pemimpin BLUD diisi berdasarkan saat pembuatan

Anggaran Kas belanja BLUD.
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KOTA .... (1)
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN ......... (2)
Urusan Pemerimtaho .............. (3)
Organisasi 5 & S (4)
Kode Rekening Uraian AnggarananualiiFebuaqli Maref April| Mei | Juni | Juli |AgustdﬁeptemtEﬂftabh'dovemﬂﬂesemb
1 2 3 4 5 6 7

30000000000 | 20| B PEMBIAYAAN
0000000000 (00| B 1 PENERIMAAN

PEMBIAYAAN
R0 )0R | ax | 6| 1 1 Penggunaan Sisp

Lebih Anggaran

(sILPA)
MOCO0CIOE0CIORX [ x| B | 1 1| xx
R OGO NKJORX [ 200 6| 1| 1| xx| XX
HOOC00CIOE0CI0N [ 00| B | 1| 1| 0| 06| 300
000000000 x| B 1| 2 Divestasi
MO0 [ x| 6| 1| 2| xx
HOOLOpCIO0CIo [ 200 6| 1| 2 ) x| xux
HOOLO0CKKIO0I0RX [ x| 6 | 1| 2| x| xx| xxH
HOOCODCIOCOCIORX (xx | 6 1 3 Penerimaan

Utang/Pinjamarn
KOO0 X (XX | B 1| 3| xx
HOOC00CIOCN0CI0I [ 200| B[ 1| 3 ) x| xux
000000 [ 00| 6 | 1| 3| x| 20| 2004
Jumlah Penerimaan kas dari Penerimaan Pe mbiayaan BLUD Per Bulan|.....[9)
Jumlah Penerimaan kas dari Penerimaan Pe mbiayaan BLUD Per Triwulan ...... (10)

............................. 20.. .....[11)
Mengesahkan
Pimpinan BLUD

(ttd)
(nama lengkap)
NIP. e

1]
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Penerimaan Pembiayaan BLUD

1. Diisi dengan Kota Pasuruan;

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang
direncanakan;

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan
pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkar daerah dan
nama satuan kerja perangkat daerah;

S. Kolo 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/objek/rincian objek penerimaan
pembiayaan,;

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan akun, kelompok, jenis, objek
dan rincian objek penerimaan pembiayaan;

7. Kolom 3 (anggaran) diisi dengan anggaran penerimaan
pembiayaan berkenaan;

8. Kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) diisi dengan
rencana target penerimaan kas dari penerimaan
pembiayaan untuk setiap bulannya;

9. Jumlah Penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan
BLUD Per Bulan diisi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7
(januari sampai dengan desember) untuk kolom setiap
bulannya;

10. Jumlah Penerimaan kas dari Penerimaan BLUD Per
Triwulan diisi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7
(januari sampai dengan desember) untuk kolom setiap
triwulannya;

11. Tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, nama, dan NIP
Pemimpin BLUD diisi berdasarkan saat pembuatan

Anggaran Kas penerimaan pembiayaan BLUD.
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KOTA .... (1)
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN ......... (2)

Urusan Pemerintal.xx .........c.... (3)

Organisasi K XK KX crveeaenense (4)
Kode Rekening Uraian ﬂnggar*danuark Febuark Maret| April | Mei | Juni Juli | AgustuL.Septemblaﬂktob4Nouemblzbesemb
1 2 3 4 5 6 7
KO0 XOOGIGMX XX | XX | B PEMBIAYAAN
MO0 XK MO0 HX KX  Xx | 6 | 2 PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

KOO MXHIOGHXKX (X | 6| 2| 2 Investasi

X200 XG0 | xx | 6 | 2| 2 | xx

KOO XOOCIOGHMNXX | x| 6 | 2| 2 | xx| xx

OO0 XDOIOCHMEX | 20| 6 | 2| 2 | x| x| o

KX XX X XXX XX [ x| 6| 2| 3 Pembayaran Pokpk

Utang/Pinjaman

X000 XG0 [ xx | 6| 2| 3 | xx

X000 XG0 | 2| B | 2| 3 | xx| xx

X000 X0 | x| B | 2| 3 | x| o | o
Jumlah Pengeluaran kas dari Pengeluaran Pembiayaan BLUD Per Bulan .....(9)
Jumlah Pengeluaran kas dari Pengeluaran Pembiayaan BLUD Per Triwulan ....|.(10)

............................. 20., .....(11)
Mengesahkan
Pimpinan BLUD
(ttd)

(nama lengkap)
NIP. civsassassnsansassssnnsns

=
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Pengeluaran
Pembiayaan BLUD

1. Diisi dengan Kota Pasuruan;

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang
direncanakan;

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan
pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah
yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD;

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkar daerah
dan nama satuan kerja perangkat daerah;

5. Kolo 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/objek/rincian objek pengeluaran
pembiayaan;

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan akun, kelompok, jenis,
objek dan rincian objek pengeluaran pembiayaan;

7. Kolom 3 (anggaran) diisi dengan anggaran pengeluaran
pembiayaan berkenaan;

8. Kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) diisi dengan
rencana target pengeluaran kas dari pengeluaran
pembiayaan untuk setiap bulannya;

9. Jumlah Pengeluaran kas dari pengeluaran pembiayaan
BLUD Per Bulan diisi dengan penjumlahan setiap kolom
4-7 (januari sampai dengan desember) untuk kolom
setiap bulannya;

10. Jumlah Pengeluaran kas dari pengeluaran pembiayaan
BLUD Per Triwulan diisi dengan penjumlahan setiap
kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) untuk
kolom setiap triwulannya;

Tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, nama, dan NIP Pemimpin BLUD
diisi berdasarkan saat pembuatan Anggaran Kas pengeluaran
pembiayaan BLUD.
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KOTA PASURUAN. (1)

[:THU] > SO (2)
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI : ................. (3)

a. Bendahara Penerimaan BLUD

telah menerima uang sebesar ...........cccoeuuueee (5)

(ereenennessnnnnsssnnnssssensssssansssssansssssansassssnnnssssnnns ) (6)
b. Dari

Nama D e, (7)

Alamat D e, (8)
c. Sebagai Pembayaran D e, (9)

Kode Rekening (10) Jumlah (Rp) (11)
XXXKXXXKXXX b e
XXXKXXXXXX e,
d. Tanggal uang diterima D reeeeeeeeeeeseeeennnns (12)
Mengetahui (13)
Bendahara
Penerimaan BLUD Pembayar/Penyetor/Kasir (13)
(ttd) (ttd)*
(nama lengkap) (nama lengkap)
[\ || =

Lembar asli : Untuk pembayar/penyetor pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk arsip bendahara penerimaan BLUD
Salinan 2 : Arsip

Petunjuk Pengisian Tanda Bukti Pembayaran (TBP) :

Diisi dengan Kota Pasuruan ;
BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;
Nomor Bukti diisi nomor TBP;

b=

BLUD;

Telah menerima uang sebesar diisi dengan jumlah uang yang
diterima secara nominal;

Diisi jumlah uang yang diterima dalam huruf;

o

Alamat diisi alamat dari pemberi pendapatan;

Sebagai pembayaran diisi dengan uraian pendapatan BLUD

berdasarkan kodefikasi akun BLUD;

10.  Kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan BLUD.

11. Jumlah diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dari
pemberi pendapatan.

12. Tanggal uang diterima diisi dengan tanggal dimana penerimaan

pendapatan diterima

O 0N o

Bendahara Penerimaan BLUD diisi nama Bendahara Penerimaan

Nama diisi nama pembayar layanan barang dan/atau jasa BLUD;
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13. Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan
BLUS dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai
dan Pembayar/Penyetor/Kasir.

KOTA PASURUAN. (1)

0] J (2)
SURAT TANDA SETORAN
STS
STS NO. ccereernennnnsssiisssnnssinsnneneessssssssssssnss (3) Bank A (4)
No. Rekening : .....ccccceeu.. (5)
Harap diterima uang sebesar
................................................................................................................. (6)
(dengan huruf)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : (7)
No Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp)
Jumlah
Uang tersebut diterima pada tanggal .......cccccoerirriiiiirrrieenccsccccceceneeenns (8)
Mengetahui , Tanggal ............... (9)
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
(ttd) (ttd)
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
[\ || = [\ |

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Petunjuk Pengisian Surat Tanda Setoran (STS) :

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Nomor Bukti diisi nomor STS;

Bank diisi nama bank tempat rekening kas BLUD;

Nomor Rekening diisi no rekening bank tempat rekening kas

BLUD;

Telah menerima uang sebesar diisi dengan jumlah uang yang

diterima secara nominal dan jumlah uang yang diterima dalam

huruf;

7. Tabel diisi sebagai berikut:

a. Kolm kode rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian
objek pendapatan;

b. Kolom uraian rincian objek diisi dengan uraian nama rincian
objek;

c. Kolom jumlah diisi dengan jumlah nominal penerimaan setiap
rincian objek pendapatan.

kL=

o
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8. Tanggal uang diterima diisi tanggal saat penerimaan uang dari
STS;

9. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan STS;

10. STS ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan
Pemimpin BLUD dengan mencantumkan nama
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KOTA PASURUAN. (1)
BUKU KAS UMUM PENERIMAAN DAN PENYETORAN BLUD

BENDAHARA PENERIMAAN .......... (2)
BLUD ........ (3)
Tahun D rrereeerereennnnnnnes (3)
Anggaran
Periode A (4)
(5)
Penerimaan Penyetoran
Ne No BUktI. Tgl Cara Kode Rekening Uraian Jumlah No.STS Tgl Jumlah Ket
Transaksi Pembayaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Saldo Awal
X XXX XX XX XXX
Jumlah (6)
Jumlah Pembayaran D rereeeeneeneens (7)
Jumlah yang Disetorkan D errreeeeeeeeennes (8)
Sisa Kas :
Pada hari ini tanggal ...., Buku Penerimaan dan Penyetoran di tutup oleh kami dan terdapat saldo Kas sebesat Rp. ......... (9)
(cereerereeensssnnreeeesssessssnnnneessssesssssnnseeesesssssssnnsesessessssssnnssesnneenessssssssnnsneensssssssnnn ) (10)
Terdiri dari : (11)
o. Tunai
0. Saldo Bank
0. Lainnya
Mengetahui/Menyetujui (12) Bendahara Penerimaan BLUD
Pemimpin BLUD (ttd)
(ttd) (nama lengkap)
(nama lengkap) |11 =

NIP. o,
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Petunjuk Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran BLUD:

N —

10.

11.

12.

. Diisi dengan Kota Pasuruan ;
. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;
. Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Penerimaan dan

Penyetoran BLUD disusun;

. Periode diisi masa disusunnya Buku Penerimaan dan Penyetoran

BLUD disusun;

. Pengisian 11 (sebelas) kolom pada table diisi dengan cara sebagai

berikut :

e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku
Penerimaan dan Penyetoran. (dimulai dari nomor 1 dan
seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut
per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila
satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan,
maka terhadap pencatata kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali
dicatat.

e Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi penerimaan.

e Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi penerimaan.

e Kolom (4) diisi dengan cara pembayaran melalui kas atau
bank.

e Kolom (5) diisi dengan kode rekening.

e Kolom (6) diisi dengan uraian transaksi.

e Kolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi
peneriamaan.

e Kolom (8) diisi dengan nomor bukti transaksi STS.

e Kolom (9) diisi dengan tanggal transaksi penyetoran.

e Kolom (10) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penyetoran.

e Kolom (11) diisi dengan uraian keterangan penerimaan dan
penyetoran.

Jumlah diisi denga penjumlahan dari kolom penerimaan dan
penyetoran;

Diisi dengan jumlah Rp penerimaan saldo pada saat tanggal
penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran;¥)

Diisi dengan jumlah Rp penyetoran saldo pada saat tanggal
penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran;¥)

Diisi jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan
Buku Penerimaan dan Penyetoran;*)

Diisi nilai Rp sisa kas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan
huruf saat penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran;*)
Diisi jumlah saldo Rp yang dirinci menurut tunai, saldo bank
dan surat berharga saat penutupan Buku Penerimaan dan
Penyetoran;*

Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD
dan Pemimpin BLUD disertai nama lengap.*)
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KOTA PASURUAN. (1)
REGISTER STS
BLUD ........ (2)
TAHUN ANGGARAN ...... (3)

Bendahara Penerimaan D rereeerenneerennnenns (4)
Bulan D rereerrennereenneneens (5)
(6)
No | No.STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

XX XX XK XX XXX

Mengetahui/Menyetujui rreeereeseseeeeeanaeeeees 20...(7)
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
(ttd) (8) (ttd)
(nama lengkap) (nama lengkap)

)] | )] ] N
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Petunjuk pengisian Register Surat Tanda Setoran (STS)

1
2
3.
4

o a

. Diisi dengan Kota Pasuruan ;
. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan,;
Tahun anggaran diisi tahun anggaran penyusunan Register STS;
. Bendahara Penerimaan BLUD diisi nama Bendahara Penerimaan
BLUD;
Bulan diisi Bulan periode daftar STS yang ada pada suatu Bulan;
Pengisisan 8 (delapan) kolom pada table diisi dengan cara berikut:
e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi STS.
e Kolom (2) diisi dengan nomor STS
e Kolom (3) diisi dengan tanggal STS
e Kolom (4) diisi dengan nomor kode rekening di STS.
e Kolom (5) diisi dengan uraian transaksi STS.
e Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
yang diseto menggunakan STS.
¢ Kolom (7) diisi dengan penyetor penerimaan ke Rekening Kas
BLUD
e Kolom (8) diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
. Nam ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat
pembuatan Register STS;
R
egister STS ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan
Pemimpin BLUD dengan mencantumkan nama lengkap
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PEMERINTAH KOTA......(1)
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN
(SURAT-PPD-UP)

NOMOR. ..ottt (2)
Berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD.....Nomor..... Tanggal.....(3) tentang
Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk BLUD.............. (4), bersama ini

Kami mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana Uang persediaan sejumlah
Rp....(9)

Terbilang e (6)
Nama Bendahara dan e [, (7)
Nomor Rekening Bank

Bendahara
Pengeluaran

BLUD
(ttd) (9)

(nama lengkap)

Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Penggunaan Surat-PPD-UP:

1. Diisi dengan Kota Pasuruan ;

2. Nomor diisi dengan nomor Surat -PPD-UP.

3. Nomor Keputusan Pemimpin BLUD diisi dengan nomor Keputusan
Pemimpin BLUD yang mendasari penetapan jumlah dana UP. Diikuti
dengan pengisian tanggal Keputusan Pemimpin BLUD tersebut.

4. BLUD diisi dengan BLUD yang menerbitkan PPD-UP dan besaran Up-nya
ditetapkan lewat Keputusan Pemimpin BLUD.

5. Jumlah uang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang
ditetapkan.

6. Tumlah terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang
ditetapkan.

7. N
ama dan nomor rekening bank diisi dengan bank beserta nomor rekening
bank bendahara pengeluaran BLUD pada bank tersebut yang akan dipakai
untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat
penerbitan Surat-PPD-UP;



8. Nama ibukota, tanggal,
Surat-PPD-UP; dan

-111-

bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan

9. Surat-PPD-UP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.

PEMERINTAH KOTA........ (1)
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA GANTI UANG PERSEDIAAN

(SURAT-PPD-GU)

1003, (o) SRR (2)

RINGKASAN

Ringkasan DBA/DBAP (3)

Jumlah dana DBA/DBAP | Rp.

@

Ringkasan Anggaran Kas

No. Anggaran kas Jumlah
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triwulan 4
Jumlah | Rp.
(1
Sisa dana diluar anggaran kas Berkenaan dan R
triwulan sebelumnya (I-1]) b-
Ringkasan Belanja
Belanja UP/GU
Belanja
LS
Jumlah | Rp.
(I
Sisa Anggaran Kas Triwulan bersangkutan yang belum R
dibelanjakan (I-1) | "
RINCIAN PENGGUNAAN (4)
Program D
Kegiatan D
Sub kegiatan = : ...
Kode Rekening | Uraian Jumlah
Total
Jumlah PPD yang
diminta e
(5)
Terbiang L e (6)
Nama dan NOmOT :  ...ouiiiiiiiiii i (7)
Rekening bank
..... yerneennennea.20....(8)
Bendahara pengeluaran
BLUD
(ttd) (9)

(nama lengkap)
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Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Penggunaan Surat-PPD-GU:
1. Diisi dengan Kota Pasuruan ;
2. Nomr diisi dengan nomor Surat-PPD-GU;
3. Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:
a. Jumlah dana DBA/DBAP diisi dengan jumlah dana DBA/DBAP unuk

satu tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Ringkasan Anggaran kas diisi dengan ringkasan Anggaran Kas yang

No o

telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang bersangkutan. Masing-
masing Anggaran Kas per Triwulan, diisikan dalam kolom-kolom yang
tersedia. Lalu seluruh Anggaran Kas untuk BLUD yang bersangkutan
dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp..................... )

Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp ............c.ocoeaein. ) diisikan
hasil pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu tahun
anggaran dengan jumlah total dana Anggaran kas BLUD Triwulan
berkenaan dan Triwulan sebelumnya.

. Pada kolom di samping kanan Surat-PPD Peruntukan UP diisi dengan

dana yang telah dicairkan untuk keperluan UP.

. Pada kolom di samping kanan Surat-PPD Peruntukan GU diisi dengan

dana yang telah dicairkan untuk keperluan GU.
Pada kolom di samping kanan Surat-PPD [peruntuka LS diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan pembayaran LS.

. Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan diisikan pada

tempat dengan tanda III. Rp ...................

. Pada tempat dengan tanda II-IlI Rp ............c.c.......e. diisikan jumlah hasil

pengurangan dana seluruh Anggaran Kas yang berkenaan dengan dana

yang telah di-Surat-PPD-kan.

Table diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

Program diisi dengan program dari jenis belanja.

Kegiatan diisi dengan sub kegiatan dari jenis belanja

Sub kegiatan diisi dengan sub kegiatan dari jenis belanja.

Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.

Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode

rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening.

Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.

g. Garis TOTAL diisi persis sesuai dengan jumlah dana Surat PPD-GU
yang diminta.

Diisi dengan nilai jumlah/total PPD GU yang diminta.

Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.

Nama dan nomor rekening bank diisi dengan bank beserta nomor

rekening bank bendahara pengeluaran BLUD ppada bank tersebut yang

akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk

dicairkan lewat penerbitan Surat-PPD-GU

0o o

=

. Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diii berdasarkan saat pembuatan

Surat-PPD-GU; dan
Surat-PPD-GU ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD
dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP

. Surat-PPD-GU ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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PEMERINTAH KOTA......(1)
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA LANGSUNG
(SURAT-PPD LS)

NOMOR ..o, (2)
ngkasan Kegiatan
1. Program T e e aaas (3)
2. Kegiatan T e e 4)
3. Sub Kegiatan T e e (5)
4. Nomor dan Tanggal DBA/DBAP T e e (©)
5. Nama Perusahaan T e aaes (7)
6. Bentuk Perusahaan :a. PT/NV b.CV c. Firma e. Lain-Lain
8)
7. Alamat Perusahaan T ettt aaas 9)
8. Nama Pimpinan Perusahaan T et anas (10)
9. Nama dan Nomor Rekening Bank ... (11)
10. Nomor Kontrak e (12)
11. Kegiatan Lanjutan Ya/ Bukan (13)

12. Waktu Pelaksanaan Kegiatan PP (14)
13. Deskripsi PeKerjaan = e (15)
ngkasan DBA/DBAP (16)

Jumlah dana DBA/DBAP | Rp (I)
Ringkasan Anggaran kas
No. Urut Anggaran Kas Jumlah Dana
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triwulan 4
Jumlah };g
Sisa dana diluar anggaran kas berkenaan dan triwulan sebelumnya (-II) | RP
Ringkasan Belanja
Belanja UP/GU
Belanja LS
Rp
JUMLAH | /1)
Sisa Anggaran kas Triwulan bersangkutan yang belum dibelanjakan (II- | Rp
1)
|

Rincian rencana penggunaan (17)

No. Kode Rekening Uraian Jumlah
1 X.X.XX.XX.XX. XXX
2
Total
Jumlaj PPD yang diminta
......................................................... (18)
Terbilang e
(19)
Nama dan Nomor Rekening Bank
.................... [ (20)
....... yeeeenenn 20000 (21)
Mengetahui,
Pejabat Teknis Bendahara
Kegiatan pengeluaran BLUD
(ttd) (22) (ttd) (22)
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.
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Petunjuk pengisian Formulir Rencana Penggunaan Surat-PPD LS:

QR

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

Nomor diisi dengan nomor Surat-PPD-LS;

Program diisi dengan kode dan nama program peruntukan LS.

Kegiatan diisi dengankode dan nama kegiatan peruntukan LS.

Subkegiatan diisi dengan kode dan nama sub kegiatanperuntukan LS.
Nomor dan tanggal DBA/DBAP diisi dengan nomor dan tanggal DBA/DBAP
untuk kegiatan

Nama perusahaan diisi dengan ama perusahaan pihak ketiga yang
melaksanakan kegiatan LS

Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk
perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika
memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilihan yang tersedia.

Alamat perusahaan diisi dengan alamt perusahaan yang malaksanakan
kegiatan LS

. Nama pemimpin perusahaan harus diisi dengan pemimpin (direktur)

perusahaan yang melaksanakan kegiatan LS.

Nama dan nomor rekening bank diisi dengan dan nomor rekening bank
dari pelaksanaan kegiatan LS.

Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara BLUD
dengan perusahaan pelaksana kegiatan LS.

Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan
bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan perusahaan
lanjutan.

Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan.
Diskripsi kegiatan diisi dengann gambaran tentang kegiatan/pekerjaan
dengan menggunakan kalimat yang padat dan singkat.

Table diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Jumlah dana DBA/DBAP diisi dengan jumlah dana DBA/DBAP
untuk satu tahhun anggaran yang bersangkutan.

b. Ringkasan Anggaran Kas diisi dengan ringkasan Anggaran Kas yang
telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang bersangkutan.
Masing-masing Anggaran Kas per Triwulan, diisikan dalam kolom
yang tersedia. Lalu seluruh angagran kas untuk BLUD yang
bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp

c. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp ..................... )
diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu
tahun anggaran dengan jumlah total dana Anggaran Kas untuk
BLUD Triwulan berkenaan dan Triwulan sebelumnya.

d. Pada kolom di samping kanan Surat-PPD Peruntukan UP diisi
dengan dana yang telah dicairkan untuk keperluan UP.

e. Pada kolom di samping kanan Surat-PPD Peruntukan GU diisi
dengan dana yang telah dicairkan untuk keperluan GU.

f. Pada kolom di samping kanan Surat-PPD Peruntukan LS diisi
dnegan dana yang telah dicairkan untuk keperluan pembayaran LS.

g. Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan diisikan pada
tempat dengan tanda IIl. Rp ...,
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h. Pada tempat dengan tanda II-IIl Rp .................. diisikan jumlah hasil
pengurangan dana seluruh Anggaran Kas berkenaan dengan dana
yang telah di-Surat-PPD-kan.

Table diisi dengan petunjuk sebagai berikut:
a. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.
b. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan
kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening.
c. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.
d. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana Surat-
PPD-LS yang diminta.
Diisi dengan nilai jumlah/total PPD LS yang diminta.
Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.
Nama dan nomor rekening bank diisi denga nama bank beserta nomor
rekening bank pihak ketiga untuk dicairkan lerat penerbitan Surat-
PPD-LS. Jika pihak ketiga jumlahnya banyak dapat ditulis narasi
terlampir dengan lampiran daftar rekening bank pihak ketiga.
Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat
pembuatan Surat-PPD-LS; dan
Surat-PPD-LS ditandatangani oleh Pejabat Teknis Kegiatan dan
Bendahara Pengeluaraan BLUD dengan mencantumkan nama
lengkap dan NIP.
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PEMERINTAH KOTA (1)
BLUD......(2)
REGISTER PENGAJUAN SURAT-PPD

Halaman : ............... (3)

No ' Jumlah Surat-PPD (Rp)
Urut Tanggal | Nomor Surat-PPD | Uraian UP GU LS

1 2 3 4 5

.................... yerenerneneneeen.20.....(4)
Bendahara Pengeluaran BLUD
(ttd) (5)
(nama lengkap)
NIP. oo,

Petunjuk Pengisian Register
Pengajuan Surat-PPD:

1.
2.
3.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Table diisi dengan

a. Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut Surat-PPD untuk pengajuan

PPD.

Kolom (2) diisi tanggal dan Nomor Surat-PPD untuk pengajuan PPD.
Kolom (3) diisi dengan Nomor Surat-PPD untuk pengajuan PPD.
Kolom (4) diisi dengan Uraian Surat-PPD untuk pengajuan PPD.
Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah Surat-PPD UP/GU/LS sesuai

o po o

kolomnya untuk pengajuan PPD.
Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat
pembuatan Register Pengajuan Surat-PPD; dan

. Register untuk pengajuan Surat-PPD ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP
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PEMERINTAH KOTA

SURAT PENCAIRAN

DANA (S-PD)
«o(1) UP/GU/LS*
Nomor: ......coeeviiniininnn.
(2)
Nomor DBA e (3) Dari ...
Tanggal DBA e (4) (8)
Nomor OPD
........................................ (5)
Tanggal OPD 1 e (6) Tahun Anggaran :.... 9)
BLUD L e eaaes (7)
Bank/Pos P PP P PPN (10)
Hendaklah mencairkan/ memlndahbukukan dari Bank Rekening Nomor
Uang sebesar :Rp........ (11)
(oo )
Kepada H PP (12)
NPWP D e (13)
No. Rekening = e, (14)
Bank/Pos e, (15)
Untuk (16)
No Kode Rekening Uraian Ju:l la
[ [T T[]
Total Rp.
Potongan-Potongan
NO Uraian Jumlah Ket
1 Iuran Wajib Pegawai** Rp.
2 Tabungan Perumahan Pegawai** Rp.
3 BPJS Kesehatan Rp.
4 Dst.***
Jumlah | Rp.
Informasi : (Potongan Pajak Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran SURAT-PD)
NO Uraian Jumlah Ket
1 Utang PPh 21/22/23 Rp.
Utang PPN Rp.
Jumlah | Rp.
SURAT-PD yang dibayarkan
Jumlah yang diminta Rp. (17)
Jumlah Potongan Rp. (18)
Jumlah yang dibayarkan Rp. (19)
(cemeemeereeeeens )
....... yeerennn 20 1..(20)
Pejabat Keuangan
BLUD
ttd (20)
(nama lengkap)
* coret yang tidak perlu NIP.

**menyesuaikan ketentuan lebih lanjut
*** menyesuaikan ketentuan perundang-
undangan
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Petunjuk Pengisian Formulir SURAT-PD:

WONoOOh LN =

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;
Nomor diisi dengan nomor SURAT-PD UP/GU/LS;
Nomor diisi dengan nomor DBA;
Tanggal diisi dengan tanggal DBA;
Nomor diisi dengan nomor Surat-OPD UP/GU/LS;
Tanggal diisi dengan tanggal Surat-OPD UP/GU/LS;
BLUD diisi dengan BLUD yang memproses Surat-OPD dan SURAT-PD;
Dari diisi jabatan Pemimpin BLUD;
Tahun Anggaran diisi tahun anggaran proses Surat-PPD dan SURAT-PD
dilakukan;
Bank/Pos diisi nama Bank/Pos tempat penyimpanan Rekening Kas
BLUD;
Uang sebesar diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan
lewat penerbitan SURAT-PD. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang
dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut;
Kepada diisi dengan Bendahara Pengeluaran BLUD untuk mekanisme
UP/GU dan diisi dengan pihak ketiga (pejabat pengelola BLUD, pegawai
BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan Pengawas BLUD
untuk LS gaji pegawai BLUD Non PNS, honor, tunjangan. Rekap bisa
dilampirkan sebagai lampiran SURAT-PD dan di SURAT-PD diisi dengan
narasi “terlampir”; nama pihak ketiga yang memberikan jasa atau
menjual barang kepada BLUD untuk LS barang dan jasa) untuk
mekanisme LS karena SURAT-PD LS akan diberikan langsung kepada
pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran BLUD.

NPWP diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD untuk

mekanisme UP/GU dan diisi dengan NPWP pihak ketiga untuk

mekanisme LS.

Nomor rekening diisi dengan nomor rekening Bank/Pos pejabat pengelola

BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan

Pengawas BLUD /pihak ketiga

Bank/Pos diisi dengan bank tempat rekening Bank/Pos pejabat pengelola

BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan

Pengawas BLUD /pihak ketiga.

Untuk diisi dengan narasi keperluan pengajuan SURAT-PD yang di OPD-

kan.

Pada tabel diisi

a. Kolom no diisi no urut kode rekning jenis belanja;

b. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening program, kegiatan
BLUD dan jenis belanja;

c. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening;

d. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL;

e. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah Rp dana SURAT-
PD yang diminta.

f. Potongan berupa iuran wajib pegawai, tabungan perumahan pegawai
dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku. Jumlah potongan in akan langsung
dikurangkan dari rekening kas BLUD sehingga akan mengurangi
jumlah OPD; dan
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g. Potongan berupa PPN, PPh dan/atau pajak lainnya diisi sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai
informasi dan tidak mengurangi jumlah OPD. Meskipun atas
kesepakatan BLUD melakukan pemotongan namun tindakan tersebut
dilakukan atas nama bendahara pengeluaran BLUD. Jumlah yang
diminta diisi dengan jumlah Rp dana SURAT-PD yang diminta;

Jumlah Potongan diisi dengan jumlah Rp yang dipotong dari dana

SURAT-PD yang diminta;

Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah Rp dalam angka dan huruf

yang dibayarkan dari jumlah Rp dana SURAT-PD yang diminta dikurangi

jumlah Rp potongan;

Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan

SURAT-PD; dan

SURAT-PD ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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SURAT OTORISASI
PEMERINTAH KOTA PENCAIRAN DANA
(S-OPD)
«o(1) UP/GU/LS*
Nomor: ....cocovvviinnininne.
(2)
Nomor DBA TP PPNt (3) Dari D
Tanggal DBA PP PPNt 4) (8)
Nomor PPD
L e (5)
Tanggal PPD L e (6) Tahun Anggaran :.... (9)
BLUD PP (7)
Bank/Pos TP U PPNt (10)
Hendaklah mencairkan/ memlndahbukukan dari Bank Rekening Nomor
Uang sebesar : Rp........ (11)
(coermenre )
Kepada PP (12)
NPWP PN (13)
No. Rekening PP PP PRTPRR (14)
Bank/Pos L e (15)
Untuk L e (16)
No Kode Rekening Uraian Ju}r:m la
[ [ [T T] — =
Potongan-Potongan
NO Uraian Jumlah Ket
1 Iuran Wajib Pegawai** Rp.
2 Tabungan Perumahan Pegawai** Rp.
3 BPJS Kesehatan Rp.
4 Dst.***
Jumlah | Rp.
Informasi : (Potongan Pajak Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran SURAT-PD)
NO Uraian Jumlah Ket
1 Utang PPh 21/22/23 Rp.
2 Utang PPN Rp.
Jumlah | Rp.
SURAT-PD yang dibayarkan
Jumlah yang diminta : Rp. (17)
Jumlah Potongan : Rp. (18)
Jumlah yang dibayarkan : Rp. (19)
(coermemeirres )

....... yeeenen20 ....(20)
Pejabat Keuangan
BLUD
ttd (20)
(nama lengkap)

* coret yang tidak perlu NIP.
*menyesuaikan ketentuan lebih lanjut
*** menyesuaikan ketentuan perundang-
undangan

Petunjuk Pengisian Formulir S-OPD:

1. Diisi dengan Kota Pasuruan ;
2. Nomor diisi dengan nomor SURAT-PD UP/GU/LS;
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Nomor diisi dengan nomor DBA;

Tanggal diisi dengan tanggal DBA,;

Nomor diisi dengan nomor Surat-PPD UP/GU/LS;

Tanggal diisi dengan tanggal Surat-PPD UP/GU/LS;

BLUD diisi dengan BLUD yang memproses Surat-PPD;

Dari diisi jabatan Pemimpin BLUD;

Tahun Anggaran diisi tahun anggaran proses Surat-PPD dilakukan;

. Bank/Pos diisi nama Bank/Pos tempat penyimpanan Rekening Kas

BLUD;

. Uang sebesar diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan

lewat penerbitan SURAT-PD. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang
dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut;
Kepada diisi dengan : Bendahara Pengeluaran BLUD untuk mekanisme
UP/GU dan diisi dengan pihak ketiga (pejabat pengelola BLUD, pegawai
BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan Pengawas
BLUD); Untuk LS gaji pegawai BLUD Non PNS, honor, tunjangan, rekap
bisa dilampirkan sebagai lampiran SURAT-OPD dan di SURAT-OPD diisi
dengan narasi “terlampir”; Nama pihak ketiga yang memberikan jasa atau
menjual barang kepada BLUD (untuk LS barang dan jasa) ; untuk
mekanisme LS karena SURAT-OPD LS akan diberikan langsung kepada
pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran BLUD.

NPWP diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD untuk

mekanisme UP/GU dan diisi dengan NPWP pihak ketiga untuk

mekanisme LS.

Nomor rekening diisi dengan nomor rekening Bank/Pos pejabat pengelola

BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan

Pengawas BLUD /pihak ketiga

Bank/Pos diisi dengan bank tempat rekening Bank/Pos pejabat pengelola

BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI BLUD dan Dewan

Pengawas BLUD /pihak ketiga.

Untuk diisi dengan narasi keperluan pengajuan SURAT-OPD.

Pada tabel diisi

a. Kolom no diisi no urut kode rekning jenis belanja;

b. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening program, kegiatan
BLUD dan jenis belanja;

c. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening;

d. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL;

e. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah Rp dana SURAT-
OPD yang diminta.

f. Potongan berupa iuran wajib pegawai, tabungan perumahan pegawai
dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung
dikurangkan dari rekening kas BLUD sehingga akan mengurangi
jumlah S-OPD; dan

g. Potongan berupa PPN, PPh dan/atau pajak lainnya diisi sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai
informasi dan tidak mengurangi jumlah S-OPD. Meskipun atas
kesepakatan BLUD melakukan pemotongan namun tindakan tersebut
dilakukan atas nama bendahara pengeluaran BLUD.

Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah Rp dana SURAT-OPD yang

diminta;

Jumlah Potongan diisi dengan jumlah Rp yang dipotong dari dana

SURAT-OPD yang diminta;

Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah Rp dalam angka dan huruf

yang dibayarkan dari jumlah Rp dana SURAT-OPD yang diminta

dikurangi jumlah Rp potongan;
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21. Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan

SURAT-OPD; dan

22. SURAT-OPD ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan mencantumkan
nama lengkap dan NIP.

PEMERINTAH KOTA (1)

REGISTER SURAT-PD

Halaman
......... (3)
Nomor Jumlah SURAT-PD
No _ | SURAT-PD Uraian (Rp)
Urut angga aia
UP | GU | LS UP GU LS
1 2 3 4 5
Jumlah
............ S/ 0
...(D)

Pejabat Keuangan
BLUD

(ttd) (6)

(nama lengkap)

Petunjuk Pengisian Register SURAT-PD:

1.
2.
3.

4.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;
Halaman diisi angka sesuai banyaknya halaman register yang

dibuat:

Tabel diisi dengan

a.Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut SURAT-PD yang diterbitkan.

b.Kolom (2) diisi dengan tanggal SURAT-PD yang diterbitkan.

c. Kolom (3) diisi dengan Nomor SURAT-PD yang diterbitkan.

d.Kolom (4) diisi dengan uraian SURAT-PD yang diterbitkan.

e.Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah SURAT-PD UP/GU/LS
sesuai kolomnya yang diterbitkan.

Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat

pembuatan Register SURAT-PD; dan



-111-

6. Register SURAT-PD ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD
dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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PEMERINTAH KOTA (1)
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
BLUD .... (2)

Tahun Anggaran L e (3)
Periode e (4)
(5)
No No. Transaksi Tanggal | Kode Rekening Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal

Jumlah (6) ...
Jumlah saat ini, tanggal.................. (7) (8)
Jumlah s/d Bulan Lalu 9)
Jumlah saat ini, tanggal.................. (10) (11)

Sisa kas:
Pada hari ini tanggal..., Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

(e ee e e e et e e ans ) (13)
Terdiri dari: (14)
0. Tunai : o. Panjar
o. Saldo Bank : o. Pajak
Mengetahui/Menyetujui (15),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.
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Petunjuk pengisian Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD:

1. Diisi dengan Kota Pasuruan ;

2. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan,;

9.

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Kas Umum Pengeluaran

BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD

disusun;

Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Kas Umum
Pengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang
digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan.
Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih
pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat.

Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom (4
Kolom (5

)
)
) diisi dengan nomor kode rekening.

) diisi dengan uraian transaksi.

Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
Kolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran.
Kolom (8) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran, dan

saldo; *)

Jumlah saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pengeluaran; *)

Diisi jumlah Rp saldo pada saat tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pengeluaran; ¥)

Diisi jumlah Rp saldo sampai dengan Bulan sebelumnya; *)

10. Jumlah s/d saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pengeluaran; *)
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Diisi jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan Buku Kas
Umum Pengeluaran; *)

Diisi tanggal dan jumlah saldo Rp saat penutupan Buku Kas Umum
Pengeluaran *)

Diisi nilai Rp sis akas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan huruf saat
penutupan Buku Kas Umum Pengeluaran *)

Diisi jumlah saldo Rp yang dirinci menurut jumlah tunai, saldo bank dan
surat berharga beserta jumlah panjar dan pajak saat penutupan Buku Kas
Umum Pengeluaran *)

Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Pemimpin BLUD disertai nama lengkap *)

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD
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PEMERINTAH KOTA (1)
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

BLUD ...... (2)

Tahun Anggaran : ..........ccceeevveeennnnn. (3)

Periode e (4)

(5)

No No. Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 S 6 7
Saldo Awal
(6) Jumlah \

Mengetahui/Menyetujui (7),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd

Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. o,

NIP. o,
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Petunjuk pengisian Buku Pembantu Kas Tunai BLUD:

1.
2.
3.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu Kas

Tunai BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Kas Tunai BLUD

disusun;

Pengisiann 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai

berikut:

e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu Kas
Tunai. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnta). Nomor urut yang
digunakan adalah nomor wurut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan
dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomo urut transaksi yang
pertama kali dicatat.

¢ Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

¢ Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.

e Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi.

e Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.

e Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran.

e Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran, dan
saldo; dan *)
Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan

Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD
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Contoh Format BKU Pembantu Simpanan Bank

PEMERINTAH KOTA (1)
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

BLUD ...... (2)
Tahun Anggaran : .........ccocevevevninennns (3)
Periode e 4)
(5)
No No. Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 S 6 7
Saldo Awal
(6) Jumlah
Mengetahui/Menyetujui (7),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP. o,
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Petunjuk pengisian Buku Pembantu Simpanan Bank BLUD:

1.
2.
3.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu

Simpanan Bank BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Simpanan Bank

BLUD disusun;

Pengisiann 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai

berikut:

e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Simpanan Bank (dimulai dari nomor 1 dan seterusnta). Nomor
urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan
dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomo urut transaksi yang
pertama kali dicatat.

¢ Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

e Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.

e Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi.

e Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.

e Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran.

e Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran, dan

saldo; dan *)

Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan

Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD
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Contoh BKU Pembantu Panjar BLUD

PEMERINTAH KOTA (1)
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

BLUD ...... (2)
Tahun Anggaran : .........cccoeevevevninenns (3)
Periode e 4)
(5)
No No. Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 S 6 7
Saldo Awal
(6) Jumlah
Mengetahui/Menyetujui (7),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP. o,
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Petunjuk pengisian Buku Pembantu Panjar BLUD:

1.
2.
3.

%)

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu Panjar

BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Panjar BLUD

disusun;

Pengisiann 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai

berikut:

e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Panjar (dimulai dari nomor 1 dan seterusnta). Nomor urut yang
digunakan adalah nomor wurut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan
dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomo urut transaksi yang
pertama kali dicatat.

¢ Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

e Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.

e Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi.

e Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.

e Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran.

e Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran, dan

saldo; dan *)

Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan

Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD
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Contoh BKU Pembantu Pajak

PEMERINTAH KOTA (1)
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

BLUD ...... (2)
Tahun Anggaran : .........ccocevevevninenens (3)
Periode e 4)
(5)
No No. Transaksi Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 S 6 7
Saldo Awal
(6) Jumlah
Mengetahui/Menyetujui (7),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. . NIP.
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Petunjuk pengisian Buku Pembantu Pajak BLUD:

1.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

2. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan,;

3.

ok

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu Pajak

BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Pajak BLUD disusun;

Pengisiann 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai

berikut:

e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Pajak (dimulai dari nomor 1 dan seterusnta). Nomor urut yang
digunakan adalah nomor wurut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan
dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomo urut transaksi yang
pertama kali dicatat.

e Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

e Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.

e Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi.

e Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.

e Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran.

e Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran, dan

saldo; dan *)

Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan

Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
BLUD
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Contoh Format BKU Pembantu Per Sub Rincian Objek
PEMERINTAH KOTA (1)
BUKU PEMBANTU PER SUB RINCIAN OBJEK
BENDAHARA PENGELUARAN

BLUD ...... (2)
Tahun Anggaran : .......c..ccceeevieininenn.. (3)
Periode e (4)
Program e (5)
Kegiatan N (6)
Sub Kegiatan e (7)
Rekening s (8)
Jumlah Anggaran: ..........c.coevieiian.. 9)
Murni
Jumlah Anggaran: ..........c.coeiieiian.. (10)
Perubahan
(11)
No No BKU No. Bukti Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Transaksi
1 2 3 4 S 6 7
Saldo Awal
Jumlah(12) | |
Mengetahui/Menyetujui (13),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.
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Petunjuk pengisian BKU Pembantu Per Sub Rincian Objek:

1.
2.
3.

o

10.

11.

12.

13.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu Per Sub

Rincian Objek BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Per Sub Rincian Obejk

BLUD disusun;

Program diisi nama program BLUD yang terdapat realisasi sub rinciian

objek belanja BLUD;

Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang terdapat relaisasi sub rincian

objek belanja BLUD;

Sub Kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang terdapat realisasi sub

rincian objek belanja BLUD;

Rekening diisi nama uraian sub rincian objek rekening belanja BLUD;

Jumlah anggaran murni diisi anggaran murni sub rincian objek rekening

belanja BLUD;

Jumlah anggaran perubahan diisi anggaran perubahan sub rincian objek

rekening belanja BLUD;

Pegisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai berikut:

e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu Per Sub
Rincian Objek. (dimuali dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut
yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua
atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan
seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama
kali dicatat.

¢ Kolom (2) diisi dengan referensi nomor urut BKU Pengeluaran.

¢ Kolom (3) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

e Kolom (4) disii dengan tanggal transaksi.

e Kolom (5) diisi dengan uraian transaksi.

eKolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi belanja yang
menggunakan mekanisme LS.

eKolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi belanja yang
menggunakan mekanisme UP/GU.

e Kolom (8) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi kolom (6) dan kolom
(7).

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran, dan

saldo; *)

Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan

Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

*) Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD
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PEMERINTAH KOTA (1)
PERMINTAAN PENCAIRAN DANA PEJABAT KEUANGAN
(PPD PK)
NOMOR .....ccovveenvrernnenns (2)

e S

Nou

RINGKASAN KEGIATAN
Nomor dan Tanggal DBA/DBAP L e (3)
Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan L e 4
Alamat Tertuju Pengeluaran Pembiayaan :
Nama Pimpinan Tertuju
Pengeluaran Pembiayaan D e (6)
Nama dan Nomor Rekening Bank e (7)
Nomor Kontrak e (8)
Deskripsi et eieeteeeaeanenes 9)

Ringkasan DBA/DBAP (10)

Jumlah dana DBA/DBAP | Rp. ]

Ringkasan Anggaran Kas

No Urut Anggaran Kas Jumlah Dana

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

PIWIN |+

Triwulan 4

JUMLAH | Rp i

berkenaan dan triwulan sebelumna (I-1I)

Sisa dana diluar anggaran kas Rp

Ringkasan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayan .....

JUMLAH | Rp ()

Sisa Anggaran Kas Triwulan

bersangkutan yang belum dibelanjakan | Rp

(I-ITT)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN (11)

No. | Kode Rekening Uraian Jumlah

—_

Total

Jumlah PPD PK yang diminta L e (12)
Terbilang PPt (13)
Nama dan Nomor Rekening Bank @ ..., (14)

Mengetahui,
Pejabat Keuangan BLUD
(ttd) (16)

(nama lengkap)

NIP. o,
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Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Penggunaan Surat PPD-PK:

1.
2.
3.

10.

11.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

Nomor diisi dengan nomor Surat PPD-PK;

Nomor dan tanggal DBA/DBAP diisi dengan nomor dan tanggal penetapan

DBA/DBAP untuk pengeluaran pembiayaan;

Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan tujuan sasaran

pengeluaran pembiayaan.

Alamat Tertuju Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan alamat tujuan

sasaran pengeluaran pembiayaan.

Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan pimpinan tujuan

sasaran pengeluaran pembiayaan.

Nama dan nomor rekening bank diisi dengan dan nomor rekening bank

dari tujuan sasaran pengeluaran pembiayaan.

Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak antara BLUD dengan tujuan

sasaran pengeluaran pembiayaan jika ada.

Deskripsi diisi dengan gambaran tentang pengeluaran pembiayaan

menggunakan kalimat yang padat dan singkat.

Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Jumlah dana DBA/DBAP diisi dengan jumlah dana DBA/DBAP untuk
satu tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Ringkasan Anggaran Kas diisi dengan ringkasan Anggaran Kas yang
telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang bersangkutan. Masing-
masing Anggaran Kas per Triwulan, diisikan dalam kolom-kolom yang
tersedia. Lalu seluruh Anggaran Kas untuk BLUD yang bersangkutan
dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp................ ).

c. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp ............... ) diisikan hasil
pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu tahun anggaran
dengan jumlah total dana Anggaan Kas BLUD Triwulan berkenaan dan
triwulan sebelumnya.

d. Pada kolom di samping kanan Surat-PPD PK Peruntukan LS diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperlua pembayaran LS.

e. Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan diisikan pada
tempat dengan tanda III. Rp ..................

f. Pada tempat dengan tanda II-III. Rp ...................... diisikan jumlah hasil
pengurangan dana seluruh Anggaran Kas berkenaan dengan dana yang
telah di Surat-PPD PK-kan.

Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.

b. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening.

c. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.



12.

13.

14.

15.

16.
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Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana Surat-PPD
PK.Diisi total PPD PK yang diminta.

Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.

Nama dan nomor rekening bank diisi dengan bank beserta nomor rekening
tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pemindahbukuan dana yang
diminta untuk dicairkan lewat penerbitan Surat PPD-PK.

Nama ibukota, tanggak, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Surat PPD-PK; dan

Surat PPD-PK ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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Contoh Format Register Surat PPD-PK
PEMERINTAH KOTA (1)
BLUD ....ccovviiinnnen. (2)
REGISTER SURAT-PPD PK, SURAT-OPD PK dan SURAT-PD PK

Halaman : ........... (3)
, SURAT-PPD SURAT-OPD SURAT-PD ,
No Jenis Pembayaran Uraian | Jumlah | Status Keterangan
Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
........ 20 .. (5)
Mengetahui,
Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan
(ttd) (6) (ttd) (6)
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.
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Petunjuk Pengisian Register Surat-PPD PK, Surat-OPD PK, dan Surat-PD PK:
Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Halaman diisi angka sesuai banyaknya halaman register yang dibuat;
Tabel diisi dengan

1.

2.
3.
4

6.

a.

b.

g.

h.

Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut Surat-PPD untuk pengajuan Surat-
OPD.

Kolom (2) diisi dengan jenis pembiayaan yang terjadi pada pejabat
keuangan

Kolom (3) diisi dengan Tanggal Surat-PPD PK untuk pengajuan Surat-
OPD PK.

Kolom (4) diisi dengan Nomor Surat-PPD PK untuk pengajuan Surat-
OPD PK.

Kolom (5) diisi dengan Tanggal Surat-OPD PK yang terbit berdasarkan
Surat-PPD PK pada baris yang sama.

Kolom (6) diisi dengan Nomor Surat-OPD PK yang terbit berdasarkan
Surat-PPD PK pada baris yang sama.

Kolom (7) diisi dengan Tanggal Surat-PD PK yang terbit berdasarkan
Surat-OPD PK pada baris yang sama.

Kolom (8) diisi dengan Nomor Surat-PD PK yang terbit bersdasarkan
Surat-OPD PK pada baris yang sama.

i.Kolom (9) diisi dengan uraian Surat-PPD PK, Surat-OPD PK, Surat-PD

PK yang diterbitkan.

j-Kolom (10) diisi dengan jumlah rupiah Surat-PPD PK, Surat-OPD PK,

k.

Surat-PD PK yang diterbitkan.
Kolom (11) diisi dengan status Surat-PPD PK yang sudah dicairkan
atau belum dicairkan.

1.Kolom (12) diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

5. Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Register Surat-PPD PK, Surat-OPD PK, Surat-PD PK; dan

Register Surat-PPD PK, Surat-OPD PK, Surat-PD PK ditandatangani oleh
Pejabat Keuangan BLUD dan Pemimpin BLUD dengan mencantumkan
nama lengkap dan NIP.
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Contoh Format Surat-OPD PK

SURAT OTORISASI PENCAIRAN
PEMERINTAH KOTA DAN‘;I({OPD)
.. (1) Nomor : ....ccceeuvnvnnnnne (2)
Nomor DBA N (3) Dari D (8)
Tanggal DBA PN (4)
Nomor PPD PK H N (S)
Tanggal PPD PK L e (©) Tahun Anggaran : ................ 9)
BLUD e (7)
Bank/Pos e (10)
Henndaklah menca1rkanmem1ndahbukuka dari Bank Rekening Nomor
Uang sebesar TRpa (11)
(ceeereeeeeea )
Kepada N (12)
NPWP e (13)
No. Rekening e (14)
Bank/Pos D s (15)
Untuk e (16)
No Kode Rekening Uraian Jumlah
X.X.XX.XX.XX.XXX
Total | Rp.

Potongan-potongan
NO Uraian Jumlah Keterangan
1. Iuran Wajib Pegawai** Rp.
2. Tabungan Perumahan Pegawai** Rp.
3. BPJS Kesehatan Rp.
4. Dst.***

Jumlah | Rp.
Informasi : (Potongan Pajak Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran OPD)
NO Uraian Jumlah Keterangan
1 Utang PPh 21/22/23 Rp.
2 Utang PPN Rp.
3 Rp.

Jumlah | Rp.
OPD yang dibayarkan
Jumlah yang diminta : Rp. (17)
Jumlah Potongan : Rp. (18)
Jumlah yang dibayarkan : Rp. (19)

(oo )
....................... 20 .....(21)
Pemlmpln BLUD
** menyesuaikan ketentuan lebih lanjut (ttd) (22)
*** menyesuaikan ketentuan perundang-undangan (nama lengkap)
NIP

Petunjuk Pengisian Formulir Surat-OPD PK:

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

Nomor diisi dengan nomor Surat-OPD PK;

Nomor diisi dengan nomor DBA;

Tanggal diisi dengan tanggal DBA;

Nomor diisi dengan nomor Surat-PPD PK;

Tanggal diisi dengan tanggal Surat-PPD PK;

BLUD diisi dengan BLUD yang memproses Surat-PPD PK dan Surat-OPD
PK;

NoakLb =



o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Dari diisi jabatan Pemimpin BLUD;

Tahun Anggaran diisi tahun anggaran proses Surat-PPD PK dan Surat-
OPD PK dilakukan;

Bank/Pos diisi nama bank/pos tempat penyimpanan Rekening Kas
BLUD;

Uang sebesar diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan
lewar penerbitan Surat-OPD PK. Pengisian disertai jumlah terbilang dari
dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.

Kepada diisi dengan tertuju pengeluaran pembiayaan.

NPWP diisi dengan NPWP pihak tertuju pengeluaran pembiayaan.

Nomor Rekening diisi dengan nomor rekening Bank/Pos tujuan
pengeluaran pembiayaan.

Bank/Pos diisi dengan bank tempat rekening Bank/Pos tujuan
pengeluaran pembiayaan.

Untuk diisi dengan narasi keperluan pengajua Surat-OPD PK yang di
OPD-kan.

Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah Rp dana Surat-OPD PK yang
diminta;

Jumlah potongan diisi dengan jumlah Rp dan Surat-OPD PK yang
diminta.

Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah Rp dalam angka dan huruf
yang dibayarkan dari jumlah Rp dana Surat-OPD PK yang diminta
dikurangi jumlah Rp potongan;

Nama ibukota, tanggal, bulann, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Surat-OPD PK; dan

Surat-OPD PK ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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Contoh format surat-PD PK (pejabat keuangan)

SURAT PENCAIRAN DANA
PEMERINTAH KOTA (SURAT-PD PK)
(1) UP/GU/LS*
NOmoOr: ..ooovviiiiininnnnnn. (2)
Nomor DBA L e (3) Dari D e (8)
Tanggal DBA L e (4)
Nomor OPD
L e )
Tanggal OPD PPN (6) Tahun Anggaran : ............. 9)
BLUD D e (7)
Bank/Pos T e (10)
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor
Uang sebesar :Rp........ (11)
(ceremeee e )
Kepada H PP (12)
NPWP L e (13)
No. Rekening PP PP PRPTPRR (14)
Bank/Pos L e (15)
Untuk L e (16)
No Kode Rekening Uraian Jumlah
[ [ [ T[] |Totall =
Potongan-Potongan
NO Uraian Jumlah Keterangan
1 Iuran Wajib Pegawai** Rp.
2 Tabungan Perumahan Pegawai** Rp.
3 BPJS Kesehatan Rp.
4 Dst.***
Jumlah | Rp.
Informasi : (Potongan Pajak Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran SURAT-PD PK)
NO Uraian Jumlah Keterangan
1 Utang PPh 21/22/23 Rp.
Utang PPN Rp.
Jumlah | Rp.
SURAT-PD yang dibayarkan
Jumlah yang diminta : Rp. (17)
Jumlah Potongan : Rp. (18)
Jumlah yang dibayarkan : Rp. (19)
(cememmemmem e )
.............. yeeeeeeen20 ....(20)
Pejabat Keuangan BLUD
ttd (20)
(nama lengkap)
* coret yang tidak perlu NIP. (i,

**menyesuaikan ketentuan lebih lanjut
*** menyesuaikan ketentuan perundang-undangan

Petunjuk Pengisian Formulir SURAT-PD PK:

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

Nomor diisi dengan nomor SURAT-PD PK UP/GU/LS;

Nomor diisi dengan nomor DBA;

Tanggal diisi dengan tanggal DBA;

Nomor diisi dengan nomor Surat-OPD UP/GU/LS;

Tanggal diisi dengan tanggal Surat-OPD UP/GU/LS;

BLUD diisi dengan BLUD yang memproses Surat-OPD dan SURAT-
PD PK;

Dari diisi jabatan Pemimpin BLUD;

Nk L=

o




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Tahun Anggaran diisi tahun anggaran proses Surat-PPD dan

SURAT-PD PK dilakukan;

Bank/Pos diisi nama Bank/Pos tempat penyimpanan Rekening

Kas BLUD;

Uang sebesar diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk

dicairkan lewat penerbitan SURAT-PD PK. Pengisian disertai

dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan
tersebut;

Kepada diisi dengan Bendahara Pengeluaran BLUD untuk

mekanisme UP/GU dan diisi dengan pihak ketiga (pejabat

pengelola BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI

BLUD dan Dewan Pengawas BLUD untuk LS gaji pegawai BLUD

Non PNS, honor, tunjangan. Rekap bisa dilampirkan sebagai

lampiran SURAT-PD PK dan di SURAT-PD PK diisi dengan narasi

“terlampir”; nama pihak ketiga yang memberikan jasa atau

menjual barang kepada BLUD untuk LS barang dan jasa) untuk

mekanisme LS karena SURAT-PD PK LS akan diberikan langsung
kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran

BLUD.

NPWP diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD untuk

mekanisme UP/GU dan diisi dengan NPWP pihak ketiga untuk

mekanisme LS.

Nomor rekening diisi dengan nomor rekening Bank/Pos pejabat

pengelola BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI

BLUD dan Dewan Pengawas BLUD /pihak ketiga

Bank/Pos diisi dengan bank tempat rekening Bank/Pos pejabat

pengelola BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal/SPI

BLUD dan Dewan Pengawas BLUD /pihak ketiga.

Untuk diisi dengan narasi keperluan pengajuan SURAT-PD PK

yang di OPD-kan.

Pada tabel diisi

a. Kolom no diisi no urut kode rekning jenis belanja;

b. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening program,
kegiatan BLUD dan jenis belanja;

c. Kolom wuraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai
dengan kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode
rekening;

d. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL;

. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah Rp dana

SURAT-PD PK yang diminta.

Potongan berupa iuran wajib pegawai, tabungan perumahan
pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan
langsung dikurangkan dari rekening kas BLUD sehingga akan
mengurangi jumlah OPD; dan

. Potongan berupa PPN, PPh dan/atau pajak lainnya diisi sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut
hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah OPD.
Meskipun atas kesepakatan BLUD melakukan pemotongan namun
tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran
BLUD.

Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah Rp dana SURAT-PD PK
yang diminta;

Jumlah Potongan diisi dengan jumlah Rp yang dipotong dari dana
SURAT-PD PK yang diminta;



20.

21.

22.
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Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah Rp dalam angka dan
huruf yang dibayarkan dari jumlah Rp dana SURAT-PD PK yang
diminta dikurangi jumlah Rp potongan;

Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat
pembuatan SURAT-PD PK; dan

SURAT-PD PK ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD
dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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Contoh Format BKU Pejabat Keuangan BLUD
PEMERINTAH KOTA (1)
BUKU KAS UMUM
PEJABAT KEUANGAN BLUD

BLUD .......... (2)

Tahun Anggaran : .occcviiviiiiiieiieiennenns (3)

Periode PRt (4)
(5)
No No. Transaksi Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal
JUMLAH (6) |

Jumlah saat ini, tanggal ..........cccooiiiiiiiiii (7) (8)
Jumlah s/d tanggal lalu 9)
Jumlah saat ini, tanggal .........cccooiiiiiiiiiiiii (10) (11)
Sisa Kas:
Pada hari ini tanggal...., Buku Kas Umum ditutup oleh kami dan di dapat dalam Kas Pejabat Keuangan BLUD sebesar Rp. ........ (12)
(et et e e e e ) (13)

Terdiri Dari: (14)
0. Saldo Bank

o. Pajak
Mengetahui/Menyetujui (15),
Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. . NIP.
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Tata Cara Pengisian Buku Kas Umum (BKU) Pejabat Keuangan BLUD:

1.
2.
3.

11.

12.

13.

14.

15.

Diisi dengan Kota Pasuruan ;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan,;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Kas Umum Pejabat

Keuangan BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD

disusun;

Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai berikut:

e Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Kas Umum Pejabat
Keuangan BLUD. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut
yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan.
Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih
pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat.

e Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi.

e Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.

e Kolom (4) disii dengan nomor kode rekening.

e Kolom (5) diisi dengan uraian transaksi.

e Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.

e Kolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran.

e Kolom (8) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Jumlah diisi penjumlahaan dari kolom penerimaan, pengeluaran, dan

saldo; *)

Jumlah saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum Pejabat

Keuangan BLUD; *)

Diisi jumlah Rp saldo pada saat tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pejabat Keuangan BLUD; *)

Diisi jumlah Rp saldo sampai tanggal sebelumnya; *)

. Jumlah s/d saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pejabat Keuangan BLUD;¥)

Diisi jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan Buku Kas

Umum Pejabat Keuangan BLUD; *)

Diisi tanggal dan jumlah saldo Rp saat penutupan Buku Kas Umum

Pejabat Keuangan BLUD; *)

Diisi nilai Rp sisa kas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan huruf saat

penutupan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD; *)

Diisi jumlah saldo Rp yang rinci menurut jumlah saldo bank, surat

berharga dan pajak saat penutupan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan

BLUD; ¥)

Tanda tangan ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD dan Pemimpin

BLUD disertai nama lengkap. *)

*) Diisi saat penutupan setiap hari untuk keperluan pelaporan pejabat
keuangan BLUD kepada Pemimpin BLUD
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)

BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

BLUD
PERIODE
A. Penerimaan Rp coveiein.
1. Saldo Awal Rp coveien
2. Tunai melalui bendahara penerimaan Rp coveiien

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp ...............

4. Melalui ke rekening kas BLUD Rp ceveieinn
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)
Rp .coovviiiniin.
C. Jumlah penyetoran/pengeluaran Rp ceveieein
1. Penyetoran ke rekening kas BLUD Rp ceveieen
2. Pengeluaran lain - lain Rp ceveieen
D. Saldo Kas di Bendahara Rp coveiein.
Menyetujui: e , tanggal ........
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
(ttd) (ttd)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.
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PEMERINTAH KOTA ...

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

BLUD
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

Total
Uang Persediaan Awal
Periode

Uang Persediaan
Akhir Periode

Bendahara Pengeluaran BLUD

(ttd)

(Nama Jelas)

NIP.
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PEMERINTAH KOTA ...
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan ... Tahun ...
Kepada Yth.
Pemimpin
BLUD
Institusi....
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Walikota ...No.... Tahun ... mengenal
Sistem dan Prose.dur Pengelolaan Keuangan Daerah, Bersama ini kami
sampaikan Laporan Penutupan Kas Bukanan yang terdapat di bendahara
pengeluaran BLUD ... adalah sejumlah Rp...dengan perincian sebagai
berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.Saldo awal bulan tanggal. . . Rp
A2.Jumlah Penerimaan Rp
A3.Jumlah Pengeluaran Rp
A4. Saldo Akhir bulan tanggal. . . Rp.

Saldo akhir bulan tanggal ... terdiri dari saldo di kas bendahara

pengeluaran sebesar Rp...yang terdiri dari:
1.Saldo kas tunai sebesar Rp...
2 Saldo kas rekenng bendahara sebesar Rp...
3 Saldo pajak sebesar Rp...... ) eeeeeeereneeneeeas
Pemimpin BLUD

tanda tangan

(namalengka




BLUD

Pemimpin BLUD
Bendahara Pengeluaran BLUD
Tahun Anggaran
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PEMERINTAH KOTA...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
(SPJ BELANJA BULANAN)

Bulan ..
Jumlah SPJ Sisa Pa
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang dan Jasa SPJ UP/GU/TU (LS+UP/GU/TU) s.d. An argrf
Kode Uraian Jumlah Bulan ini g8
Rekening Anggaran s.d Bul s.d.
s.d Bulan . s.d. Bulan s.d Bulan .. s.d. Bulan
Bulan an Bulan Bulan ini L. Bulan ini L.
Lalu ini ini Lalu ini Lalu ini
6 = B 12 = _ - (2
1 2 3 4 5 (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 (10+111) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
JUMLAH - _
Penerimaan
SPD

Potongan Pajak

PPN

PPh-21

PPh-22

PPH-23

Lain-lain

Jumlah
Penerimaan

Pengeluaran

SPJ (LS +
UP/GU/TU)

Penyetoran
Pajak

PPN

PPh-21

PPh-22

PPH-23

Lain-lain

Jumlah
Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui
Pemimpin BLUD

(ttd)

(nama jelas)
NIP.

Bendahara Pengeluaran BLUD

(ttd)

(nama jelas)
NIP.
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KOTA ...

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ....

Jumlah (Rp) Bertambah /(berkurang)
No Uraian Anggaran dalam DBA Realisasi s/d bulan lalu Realisasi bulan ini | Realisasi s/d bulan ini Rp %
1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7=(3-9) 8 =(6/3) x 100
PENDAPATAN
Jasa Layanan
Hibah
Hasil Kerja Sama
APBD
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah
Jumlah
BELANJA BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja lain lain

BELANJA MODAL

Belanja tanah

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA) Divestasi Penerimaan
Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
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KOTA ...

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)
. Anggaran dalam | Realisasi s/d bulan - . - -
No Uraian Realisasi bulan ini Realisasi s/d bulan ini Rp %
DBA lalu
1 2 3 4 5 6 = (4+9) 7 =(3-5) 8=(6/3)x100
Jumlah

Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan

Mengetahui,

Pemimpin BLUD

(ttd)

(nama jelas)
NIP.

Kepala PPKD

(nama jelas)

NIP.
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PEMERINTAH KOTA ...

BLUD....
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) NOMOR ......

Nama Badan Layanan Umum Daerah : BLUD.....
Kode Organisasi
Nomor/tanggal DPA SKPD Do

Kegiatan

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Bapak/Ibu .....

Menyatakan bahwa saya yang bertanggung jawab atas semua realisasi
pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak
menerima serta pembiayaan; yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah,
Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan digunakan
langsung pada bulan ... tahun anggaran ..... (Laporan realisasi pendapatan,

belanja dan pembiayaan terlampir).

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan-pembiayaan di atas disimpan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah,
saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah di maksud dan
dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Demikian surat pernyataan Ini dibuat dengan sebenarnya, untuk

mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(Pemimpin BLUD)
(ttd)

(Nama Jelas)
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PEMERINTAH KOTA ...
BLUD ....
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Tanggal: .....Nomor .....

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota ... memohon kepada:

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah

1. Saldo bulan sebelumnya Rp
2. Pendapatan Rp
3. Belanja Rp
4. Pembiayaan Neto Rp
5. Penyesuaian Rp
6. Saldo Bulan berkenaan Rp

Untuk Bulan ................

Tahun Anggaran ......

Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama BLUD

Perda No. ..... Kesehatan

Program, Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Pendapatan Belanja

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja
Penerimaan Pembiayaan Pemgeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Rp Rp.

Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran
Pembayaran Rp Pembayaran Rp-
Jumlah Penyesuaian Lebih Rp. Jumlah Penyesuaian Kurang Rp.

Kepala SKPD*

(ttd)**

Nama jelas
NIP. oo,

*untuk rumah sakit uraian diganti dengan “a.n. Kepala SKPD”
** untuk rumah sakit ditandatangan oleh Pemimpin BLUD
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LOGO DAERAH

PEMERINTAH KOTA

Nomor
Tanggal ...
Kode BLUD

Nama BLUD : ....

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BLUD

Nama BUD/Kuasa BUD: ....
Tanggal

Nomor

Tahun Anggaran: .....

Telah disahkan pendapatan dan belanja

sejumlah:

Saldo bulan sebelumnya Rp
Pendapatan Rp
Belanja Rp
Saldo Bulan berkenaan Rp
Penerimaan Pembiayaan Rp
Pengeluaran Pembiayaan Rp
Pembiayaan Neto Rp
Penyesuaian Rp
SILPA Rp

R R R R

Bendahara Umum Daerah

(ttd)

(nama jelas)
NIP.
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BLUD....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR (tanggal, bulan) 20X1 dan 20X0

No

Uraian

Anggaran 20X1

Realisasi 20X1

(o)

Realisasi 20X0

PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hasil Kerja

Sama

Pendapatan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah

Lain-lain Pendapatan

BLUD yang sah

Jumlah Pendapatan (2 sd.
6)

BELANJA

10

BELANJA BELANJA
OPERASI

11

Belanja Pegawai

12

Belanja Barang dan Jasa

13

Belanja Bunga

14

Belanja lain lain

23

Jumlah Belanja Operasi (11
s.d. 22)

24

25

BELANJA MODAL

26

Belanja Tanah

27

Belanja Peralatan dan

Mesin

28

Belanja Gedung dan

Bangunan

29

Belanja Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

30

Belanja Aset Tetap Lainnya

31

Belanja Aset Lainnya
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36

Jumlah Belanja Modal (26
s.d. 35)

37

Jumlah Belanja (23+36)

38

SURPLUS/DEFISIT

39

PEMBIAYAAN

40

PENERIMAAN

41

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DALAM
NEGERI

42

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran

(SiLPA) Tahun Sebelumnya

43

Penerimaan dari Divestasi

44

Penerimaan Pinjaman

45

Penerimaan Kembali
Pinjaman kepada pihak

lain

46

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Dalam Negeri

(42 s.d. 45)

47

48

JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

49

50

PENGELUARAN

51

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DALAM
NEGERI

52

Pembayaran Pokok

Pinjaman

53

Pengeluaran Penyertaan

Modal

54

Pemberian Pinjaman

kepada Pihak Lain

55

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Dalam Negeri
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56

57

JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

58

PEMBIAYAAN NETTO

59

60

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun

Berkenaan




- 153 -

BLUD....
LAPORAN OPERASIONAL
PER .... 20X1 dan 20X0

No | Uraian 20X1 20X0 | Kenaikan/Penurunan | (%)

1 PENDAPATAN OPERASIONAL

2 PENDAPATAN

3 | Pendapatan Jasa Layanan — LO

4 | Pendapatan Hibah- LO

5 | Pendapatan Hasil Kerja Sama —
LO

6 | Pendapatan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah — LO

7 | Lain-lain Pendapatan BLUD yang
sah - LO

8 | Jumlah Pendapatan (3 sd. 7)

9

10 | BEBAN

11 | Beban Pegawai

12 | Beban Barang dan Jasa

13 | Beban Bunga

14 | Beban Penyusutan dan
Amortisasi

29 | Bebanlain lain

30 | JUMLAH BEBAN (11 s.d. 29)

31

32 | Surplus/Defisit Operasional (8-
30)

33

34 | KEGIATAN NON OPERASIONAL

35 | Surplus/Defisit Penjualan Aset
Non Lancar

36 | (Kerugian) Penurunan Nilai Aset

37 | Surplus/Defisit Kegiatan Non

Operasional Lainnya
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38 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT
DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL (35 s.d. 37)

39 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM
POS LUAR BIASA (32+38)

40

41 | POS LUAR BIASA

42 | Pendapatan Luar Biasa

43 | Beban Luar Biasa

44 | JUMLAH POS LUAR BIASA (42
s.d. 43)

45 | SURPLUS/DEFISIT-LO (39+44)
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BLUD....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER ... 20X1 dan 20X0

No

Uraian

20X1

20X0

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

SELISIH REVALUASI ASET TETAP

LAIN-LAIN

N o g »

EKUITAS AKHIR
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BLUD....

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR (tanggal, bulan) 20X1 dan 20X0

No Uraian 20X1 20X0
1 | Saldo Anggaran Lebih Awal
2 | Penggunaan SAL
3 | Subtotal (1-2)
4 Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)
5 | Subtotal (3+4)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
° Sebelumnya
7 | Lain-lain
8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
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BLUD....
LAPORAN ARUS KAS

PER (tanggal, bulan) 20X1 dan 20X0

=2
o

Uraian

20X1

20X0

Arus Kas Dari Aktivitas Operasional

Arus Masuk Kas

Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 7)

Arus Keluar Kas

Pembayaran Pegawai

Pembayaran Tambahan

Pembayaran Bahan/Material

Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Bunga

Pembayaran Belanja lain lain

Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d. 15)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (8-16)

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas

Penjualan atas Tanah

Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya

Penjualan atas Aset Lainnya

Penerimaan dari Divestasi

NINININININININ === = = = = = | =
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Penerimaan Penjualan Investasi dalam bentuk
Sekuritas

28 | Jumlah Arus Masuk Kas (20 s.d. 27)
29 | Arus Keluar Kas

30 | Perolehan atas Tanah

31 | Perolehan atas Peralatan dan Mesin
32 | Perolehan atas Gedung dan Bangunan

33 | Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

34 | Perolehan atas Aset Tetap Lainnya

35 | Perolehan atas Aset Lainnya

36 | Pengeluaran Penyertaan Modall

37 | Pengeluaran Pembelian Investasi dalam bentuk
Sekuritas

38 | Jumlah Arus Keluar Kas (30 s.d. 37)

39 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28-38)
40 | Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

41 | Arus Masuk Kas

42 | Penerimaan Pinjaman

43 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain
44 | Jumlah Arus Masuk Kas (42 s.d. 43)

45 | Arus Keluar Kas

46 | Pembayaran Pokok Pinjaman

47 | Pemberian Pinjaman kepada pihak lain

48 | Penyetoran ke Kas Negara
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49 | Jumlah Arus Keluar Kas (46 s.d. 48)

50 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44-49)
51 | Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

52 | Arus Masuk Kas

53 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

54 | Jumlah Arus Masuk Kas (53)

55 | Arus Keluar Kas

56 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

57 | Jumlah Arus Keluar Kas (56)

58

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54-57)

59 | Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (17+39+50+58)
60 | Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD
61 | Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (59+60)
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PER (tanggal, bulan) 20X1 dan 20X0

No Uraian 20X1 20X0
1 | ASET

2

3 | ASET LANCAR

4 | Kas di Kas BLUD

5 | Kas di Bend. Penerimaan BLUD

6 | Kas di Bend. Pengeluaran BLUD

7 | Persediaan

8 | Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 7)

9

10 | ASET TETAP

11 | Tanah

12 | Gedung dan Bangunan

13 | Peralatan dan Mesin

14 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan

15 | Aset Tetap Lainnya

16 | Kontruksi Dalam Pengerjaan

17 | Akumulasi Penyusutan

20 | Jumlah Aset Tetap (11 s.d. 19

21

22

23 | PIUTANG JANGKA PANJANG

24 | Tagihan Penjualan Angsuran

25 | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

26 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
27 | Jumlah Piutang Jangka Panjang (24 s.d. 27)
28

29 | ASET LAINNYA

30 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 | Dana Kelolaan

32 | Aset yang dibatasi penggunaannya
33 | Aset Tak Berwujud

34 | Aset Lain-lain

35 | Akumulasi Amortisasi

36 | Jumlah Aset Lainnya (30 s.d. 39)
37

38 | JUMLAH ASET (8+20+27+36)

40

41 | KEWAJIBAN

42

43 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
44 | Utang usaha

45 | Utang Pihak Ketiga

46 | Utang Pajak

47 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
48 | Belanja yang masih harus dibayar
49 | Pendapatan diterima dimuka
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50

Utang Jangka Pendek Lainnya

51

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (44 s.d. 50)

52

53

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

54

Utang Jangka Panjang

55

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (54)

56

57

JUMLAH KEWAJIBAN (51+55)

58

59

EKUITAS

60

61

Ekuitas

62

Jumlah Ekuitas (61 s.d.62)

63

64

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (57+63)

Salinan sesuai dengan aslinya
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